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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk memudahkan penulisan tesis ini, ada beberapa aturan yang
menjadi pegangan penulis, penulis menggunakan transliterasi dengan
mengikuti format yang berlaku pada Pascasarjana Univesitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh, sebagaimana tercantum dalam buku panduan
penulisan tesis dan disertasi tahun 2019. Transliterasi ini dimaksud untuk
sedapatnya mengalihkan huruf, bukan bunyi, sehingga apa yang ditulis
dalam huruf latin dapat diketahui bentuk asalnya dalam tulisan Arab.

Dengan demikian diharapkan kerancuan makna dapat terhindarkan.

Fonem konsonan Bahasa Arab, yang di dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, di dalam tulisan transliterasi ini sebagian
dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian dengan

huruf dan tanda sekaligus, sebagaimana berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

) Alif Tidak dilambangkan

< Ba’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ TH Te dan Ha

z Jim 5 Je

z Ha’ H Ha (dengan titik dibawahnya)
z Ka’ KH Ka dan Ha

3 Dal D De

3 Zal ZH Zet dan Ha

B) Ra’ R Er

J Zai z Zet

o Sin S Es
18 Syin SH Es dan Ha
u= Sad S Es (dengan titik dibawahnya)




Dad D D (dengan titik dibawahnya)
L Ta’ T Te (dengan titik dibawahnya)
L Za Z Zed (dengan titik dibawahnya)
& ‘Ain ‘- Koma terbalik diatasnya
¢ Gain GH Ge dan Ha
— Fa’ F Ef
] Qaf Q Qi
4 Kaf K Ka
J Lam L El
a Mim M Em
o Nun N En
2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.
wad’ =2
‘iwad R e
Dalw s
Yad &
hiyal da
tahi )
3. Mad
Ula sl
strah 8 ) pa
Zhu 3
Iman Ol
F1 <
Kitab s
sihab Gl
Juman Oles

Vi




4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj zy
Nawm py
Law P
Aysar Dl
Shaykh e
‘aynay e

5. Alif (') dan waw ( s ) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa
fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

fa’alt | slad
ula’ika <l
Ugiyah 4 )

6. Penulisan alif maqsirah ( ) yang diawali dengan baris fathah (")
ditulis dengan lambang &. Contoh:

hatta P

mada e

Kubré GBS
Mustafa sihiaa

7. Penulisan alif magsarah ( <) yang diawali dengan baris kasrah ()
ditulis dengan lambang 7, bukan 7y . Contoh:
Radi al-Din Cpl) ()
al-Misri 5 _paall

8. Penulisan 3 ( ta marbatah) bentuk penulisan 3 (ta marbatah) terdapat
dalam tiga bentuk, yaitu: Apabila 3 (ta marbitah) terdapat dalam satu
kata, dilambangkan dengan » (ha”). Contoh:

| salah ‘ 53ba |

Apabila 3 (ta marbatah) terdapat dua kata, yaitu sifat dan yang disifati
(sifat mawsizf), dilambangkan » (ha’). Contoh:
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al-risalah al-bahiyah | FINTETIN] |

Apabila 3 (ta marbatah) ditulis sebagai mudaf dan mudaf ilayh, maka
mugdaf dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizarat al-tarbiyah LR SIBY

9. Penulisan ¢« (hamzah) Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:
Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.
Contoh:

\ Asad \ 2l |

Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ’ . Contoh:
| mas’alah | Al I

10. Penulisan ¢ (hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr oma ol dls
al-istidrak Sl iy
kutub igtanat’ha Ll S

11. Penulisan shaddah atau fashdid terhadap.
Penulisan shaddah bagi konsonan waw ( s) dilambangkan dengan
“ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan ya’ ( ) dilambangkan
dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah 338
‘aduww 3
Shawwal JV s
Jaw 3
al-misriyyah 4 padll
Ayyam R
qusayy (st
al-kashshaf Ll
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12. Penulisan alif lam ( J).
Penulisan J! dilambangkan dengan “al” baik pada J' shamsiyyah
maupun J' gamariyyah. Contoh:

al-kitab al-thani RS
al-ittihad syl
al-asl AN
al-athar F5Y

Abi al-Wafa ol gl) ol

Maktabah al-Nahdah al-Misriyyah i yadlioagillas€a
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Kecuali: Ketika huruf J berjumpa dengan huruf J di depannya, tanpa
huruf alif (1), maka ditulis “lil”’. Contoh:

| Lil Lil-Sharbayn | A

13. Penggunaan “ * ” untuk membedakan antara 2 (dal) dan < (ta) yang
beriringan dengan huruf » (ha) dengan huruf 2 (zh) dan (th). Contoh:

Ad’ham e‘ui
Akramat’ha Lgia SI

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah 4
Billah il
Lillah A

Bismillah A sy
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ABSTRAK

Judul Tesis  : Analisis Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca
Qanun LKS di Provinsi Aceh (Analisis Dari Aspek
Figh, Fatwa DSN Dan Kemaslahatan Umat)

Nama : Rajiati

NIM : 201008026

Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin M.Si

Pembimbing Il : Dr. Maimun, SE.AK., M.Si

Kata Kunci  : Praktik, Pegadaian Syariah, Qanun

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah
untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan Praktik Lembaga
Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh menurut
Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat, untuk
mengetahui dan menjelaskan mengenai kesesuaian Praktik
Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh dengan aturan
hukum Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 dari segi Aspek Figh,
Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat, untuk melihat manfaat-
manfaat yang didapatkan oleh pegadaian syariah dari Praktik
Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan
teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara bersama
karyawan pada pegadaian di Provinsi “Aceh. Segala bentuk
produktivitas pada lembaga pegadaian syariah di Aceh telah sesuai
dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018. Semua produk yang
dijalankan oleh lembaga pegadaian syariah di Aceh dapat dikatakan
telah sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
Provinsi Aceh yang dianalisis dari aspek figh, Fatwa DSN, dan
Kemaslahatan Umat.
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ABSTRACT

Thesis Title  : Analysis of the Practices of Sharia Pawnshop
Institutions Post Qanun LKS in Aceh Province
(Analysis of the Aspects of Figh, DSN Fatwa and
the Benefit of the People)

Name - Rajiati

NIM : 201008026

Supervisor | : Dr. Bismi Khalidin M.Si

Supervisor I : Dr. Maimun, SE.Ak., M.Si

Keywords : Practice, Sharia Pawnshop, Qanun

The aim to be achieved in this research is to find out, analyze and
explain the Practices of Sharia Pawnshop Institutions Post Qanun
LKS in Aceh Province according to the Figh, DSN Fatwa and
Community Benefits Aspects, to find out and explain the suitability
of the Practices of Sharia Pawnshop Institutions in Aceh Province
with the legal regulations of Aceh Qanun Number 11 of 2018 in
terms of Figh, DSN Fatwa and Community Benefit aspects, to see
the benefits obtained by sharia pawnshops from the Practice of
Sharia Pawnshop Institutions Post Qanun LKS in Aceh Province.
The research method used is a qualitative method with data
collection techniques obtained through interviews with employees
at pawnshops in Aceh Province. All forms of productivity at sharia
pawnshop institutions in Aceh are in accordance with Aceh Qanun
Number 11 of 2018. All products run by sharia pawnshop
institutions in Aceh can be said to be in accordance with the Qanun
for Sharia Financial Institutions (LKS) in Aceh Province which are
analyzed from the aspect of figh, DSN Fatwa, and the Benefit of the
People.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan Muamalah ' merupakan persoalan yang
senantiasa altual di tengah-tengah masyarakat, karena ia
berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat
manusia itu sendiri. Di sinilah, agaknya rahasia kenapa syariat
Islam itu hanya menetapkan ajaran dasar saja, dengan
mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin
prinsip keadilan dalam bermu’amalah antara sesama manusia.?

Manusia tidak selamanya akan tercukupi seluruh
kebutuhan hidupnya, terkadang ia akan memerlukan sesuatu yang
tidak dimiliki sendiri, atau bisa jadi suatu kali dia membutuhkan
uang namun tidak ada dirinya, maka sebagai salah satu alternatif
solusinya adalah dengan meminjam uang untuk memenuhi
kebutuhannya kepada orang lain. sering kali tidak selamanya
orang lain meminjamkan uang tanpa adanya jaminan sebagai
pengganti ketika dia tidak bisa melunasi hutangnya tersebut, atau
mungkin seseorang merasa segan untuk meminjam uang kepada
orang lain tanpa adanya sesuatu yang dapat dijadikan jaminan
sebagai bukti  keseriusannya untuk mengembalikan hutang
tersebut.

! Kata Muamalah berasal dari bahasa Arab ( ikl ) yang secara
etimologi sama dan semakna dengan al-mufa’alah (saling berbuat), kata ini
menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan seseorang atau beberapa orang
dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Sedangkan figh muamalah secara
terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum vyang berkaitan dengan
tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya,
dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan
dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Abdullah as-Sattar Fathullah
Sa’id, al-mu’amalat fi al-Islam, (Mekah: Rabithah al-Alam al-Islami: Idarah
al-Kitab al-Islami, 1402 H.), him. 12

?Ibid., him. 17



Pembangunan ekonomi salah satu agenda utama yang
dilaksanakan berbagai bangsa dan Negara dari masa ke masa.
Fakta historis telah menunjukkan kekokohan ekonomi
mendorong kekokohan aspek-aspek kehidupan lainnya. Hingga
saat ini pengembangan sisi ekonomi menjadi indikator tingkat
kemajuan yang menggolongkan sebuah Negara merupakan
modern countries (Negara Maju) atau south countries (Negara-
negara Selatan).

South Countries menurut Dorodjatun Kuncoro Jakti
adalah istilah yang digunakan untuk negara berkembang dan
terbelakang yakni negara yang memiliki ciri-ciri mass poverty
(kemiskinan massal) dan debt overhang (utang yang sangat berat)
di mana pada negara-negara berkembang permasalahan ekonomi
kemiskinan massal dan utang yang sangat berat tidak hanya
menjadi permasalahan struktural, tetapi telah menjadi beban
sejarah.’

Masyarakat Aceh dan mayoritas umat Islam di Indonesia
telah lama menjalani kehidupan berekonomi dengan sistem
ekonomi konvensional. Selain itu kondisi perekonomian global
saat ini telah menuntut semua negara, tak terkecuali Indonesia
yang termasuk Provinsi- Aceh di dalamnya untuk dapat
menciptakan iklim kemudahan berusaha.

Islam menganjurkan kepada para pemeluknya untuk
senantiasa aktif, produktif dan responsif terhadap perkembangan
zaman dan dinamika kehidupan sampai pada sektor ekonomi.
Akan tetapi masih banyak umat Islam yang masih belum
mengerti dan belum melaksanakan segala aspek ekonominya
dengan yang diatur oleh syariah. Lembaga keuangan yang ada di
Indonesia khususnya Aceh pada masa itu dengan sistem
konvensionalnya mengandung pemikiran materealisme dan
kapitalisme yang sangat mempengaruhi dalam terciptanya

® Dharmawan, Bagus (Editor). “Esai — Esai Nobel Ekonomi”,
(Jakarta:Kompas, 2007), h. Xii.



pembuatan lembaga keuangan, sehingga masyarakat Kita akan
menerima segala apa yang diatur oleh ketentuan yang ada di
dalamnya.

Sudah pasti di dalamnya mengandung hal-hal yang
diharamkan oleh agama seperti; maisir, ghorar, riba, dan judi atau
biasa dikenal dengan Maghrib yang menjadikan pemilik modal
terbanyak adalah yang meraup keuntungan semata dibandingkan
pihak pemilik modal yang sedikit. Memutar kembali dana uang
simpanan nasabah kepada bisnis atau jenis usaha yang belum
diketahui ke mana akan digunakan. Kapan lembaga keuangan
sebagai penyimpanan uang secara sah dan apa karakteristik yang
dimiliki oleh konvensional serta bagaimana aturan yang berlaku
kita tidak mengetahui secara pasti karena tidak adanya badan
pengawas syariah dalam hal ini.

Praktik riba menjadi kegiatan transaksi yang sering
dijumpai dalam masyarakat, tidak terkecuali praktek riba juga
terdapat di lingkungan masyarakat Aceh yang indentik dan
terkenal dengan masyarakat kental akan ajaran islam. Berbagai
bentuk praktik riba yang terjadi dilingkungan masyarakat Aceh
menyebabkan timbulnya perhatian khusus dari pemerintah Aceh.
Hal ini menjadi daya tarik tersendiri untuk provinsi Aceh, dimana
pemerintah membuat aturan khusus agar masyarakat Aceh dapat
menghindari praktik riba yang telah menjamur itu.

Lembaga Keuangan Syari’ah yang (LKS) adalah
Lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan,
sektor keuangan syari’ah non perbankan dan sektor keuangan
lainnya sesuai prinsip syari’ah. Pertumbuhan Lembaga Keuangan
Syariah di Indonesia saat ini sangat pesat, Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) berorientasi pada keuntungan dan keselamatan
dunia dan akhirat.

Perkembangan sistem keuangan syariah ditandai dengan
didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan
diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah.



Lembaga keuangan syariah secara esensial berbeda dengan
lembaga keuangan konvensional, baik dalam tujuan, mekanisme,
kekuasaan, ruang lingkup, serta tanggung jawabnya. Setiap
institusi dalam lembaga keuangan syariah menjadi bagian integral
dari sistem keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah
bertujuan membantu mencapai tujuan sosio-ekonomi masyarakat
Islam.*

Adanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu
memudahkan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan modal.
Di Indonesia, salah satu lembaga yang berfungsi dalam
pemberdayaan perekonomian umat yakni Pegadaian Syariah.
Pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan non bank yang
menjalankan kegiatan gadai berdasarkan kepada prinsip-prinsip
yang berasal dari Alquran dan Sunnah yang dikenal dengan Rahn.
Pegadaian Syariah pertama kali dijalankan atau beroperasi di
Indonesia dan menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin
menghindari praktik riba.’

Sebagaimana diketahui bahwa dinamika kehidupan umat
manusia tidak terlepas dari permasalahan dan kesulitan yang
dihadapi dalam segala spek dan lini kehidupannya. Terutama
sekali adalah persoalan keuangan dan himpitan ekonomi yang
hampir dapat dikatakan semua umat manusia menagalaminya.
Untuk menutupi (mengatasi) kesulitan yang dialami (masalah
himpitan ekonomi), tidak sedikit manusia terpaksa berutang
kepada pihak lain. meskipun untuk memperoleh utang itu,
seseorang harus merelakan harta bendanya sebagai jaminan
(koleteral) yang dipegang oleh orang yang memberi pinjaman.®

* Luluk Wahyu Roficoh, Mohammad Ghozali “Aplikasi Akad Rahn
Pada Pegadaian Syariah”, Jurnal Masharif al-Syariah, Vol. 3, No. 2, 2018,
him. 27.

® Muhammad Firdaus, N, H, etal, Mengatasi Masalah dengan
Pegadaian Syariah, (Jakarta: Renalsan, 2005), h. 14.

® M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fikih
Muamalah), (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253



Berkenaan dengan adanya jaminan proses utang-berutang,
merupakan konsep dalam Islam yang mengaturnya agar kedua
belah pihak tidak ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, orang yang
memberi utang dibolehkan meminta barang pada orang yang
meminjam sebagai jaminan utangnya. Apabila siberutang tidak
mampu melunasi utangnya, maka si pemberi utang boleh menjual
barang jaminan tersebut. Dalam Islam, proses tersebut dikenal
dengan istilah gadai (rahn). Konsep gadai ini merupakan sebagai
bentuk antisipatif yang diatur Islam dalam rangka mengupayakan
tidak ada yang dirugikan di kemudian hari.

Gadai adalah salah satu akad tabarru’ (derma), karena apa
yang diserahkan pihak yang menggadaikan kepada pihak yang
menerima gadai adalah tanpa imbalan atau gadai. Dalam konsep
muamalah, gadai ini termasuk ke dalam salah satu akad al-‘aini
yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga
konsekuensi-konsekuensi hukumnya bisa belum dijalankan
kecuali juka al-‘aini atau barang yang menjadi objek akad telah
diserahkan. Dalam pelaksanaanya, akad al-‘aini ada 5 (lima)
macam, yaitu hibah, i’arah (peminjaman), al-ida’ (titipan), al-
gard (utang) dan ar-rahnu (gadai). Kelima jenis akad al-‘aini
tersebut diharuskan adanya al-gabdhu (serah terima barang yang
menjadi akad), karena al-gabdhu merupakan salah satu syarat
agar akad-akad tersebut di atas dianggap telah sempurna dan
memiliki konsekuensi-konsekuensi hukum. Sementara dalam
kaidah figh ditegaskan bahwa at-tabarru’ belum dianggap
sempurna dan memiliki konsekuensi-konsekuensi kecuali dengan
adanya al-gabdhu, akad-akad tersebut belum memiliki dampak
atau konsekuensi hukum. Adanya al-gabdhu sebagai wujud dari
terealisasinya akad atau kesepakatan (at-tahfiid), yang pada
akhirnya melahirkan konsekuensi-konsekuensi akad.’

" Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillahu, ter. Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2010), h 108.



Dalam masyarakat, praktik gadai sudah sangat dikenal
dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu akad dalam aktivitas
ekonomi (aktivitas bermuamalah). Akad gadai ini biasanya
dilakukan  ketika seseorang dalam keadaan terhimpit
perekonomian dan sangat membutuhkan sejumlah dana,
sementara dirinya hanya memiliki suatu harta benda (bukan
berupa uang). Akhirnya alternatif menggadaikan harta bendanya
menjadi pilihan untuk mendapatkan dana secepatnya untuk
mengatsi himpitan ekonomi yang dialaminya. Pilihan alternatif
ini (menggadaikan harta benda) setidaknya didasarkan pada
beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

1. menjual barang tersebut bukanlah suatu alternatif
yang tepat, karena proses penjualan membutuhkan
waktu yang lama, baik dari segi adanya orang
yang mau membeli ataupun dari segi kesepakatan
harga jual yang dicapai. Padahal ia sangat
membutuhkan dana dalam waktu yang singkat.

2. Tidak tertutup kemungkinan barang tersebut
merupakan barang yang sangat berharga dan
berarti baginya (sangat disayangi atau pusaka dari
orang tuan, atau lain sebagainya), sehingga dengan
digadai barang tersebut masih ada peluang untuk
dimilikinya  kembali  ketika 1a  sanggup
menebusnya dengan membayar pinjaman pada
orang yang meminjamkan uang kepadanya.
Sedangkan bila dijual barang tersebut, maka
peluang untuk memilikinya kembali akan tertutup.

Gadai merupakan bentuk transaksi ekonomi yang
dibolehkan dalam Islam. Pada dasarnya segala bentuk muamalah
adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh Al-Quran atau Hadits.
Pernyataan ini sesuai dengan kaidah ushul figh, yakni:
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Artinya: Hukum asal dalam semua bentuk muamalah
adalah  boleh  dilakukan  kecuali ada dalil yang
mengharamkannya.®

Kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya hukum
bermuamalah dan transaksi adalah dibolehkan, seperti jual-beli,
sewa-menyewa, gadai, kerja sama (mudharabah atau
musyarakah), perwakilan dan lain-lain. Adapun ketika praktik
bermuamalah  atau  transaksi  tersebut  mengakibatkan
kemudharatan (seperti tipuan, judi da riba), maka hukumnya
menjadi haram. Oleh karena itu, Allah SWT mensyariatkan gadai
untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan, penerima gadai,
dan masyarakat pada umumnya.

Untuk penggadai mendapatakan keuntungan berupa dapat
menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya
dari krisis, menghilangkan kegundahan di hati, bahkan terkadang
bisa berdagang dengan modal tersebut, dengan itu dapat terlepas
dari himpotan ekonomi dan terpenuhi semua kebutuhannya.
Adapun pihak penerima gadai akan -menjadi tenang serta merasa
aman atas haknya dengan adanya jaminan.

Dalam konteks syar’i, penerima gadai juga mendapatkan
keuntungan lainnya, yakni mendapatkan pahala dari Allah SWT
ketika berniat baik untuk saling membantu dan mengurangi
permasalahan hidup saudaranya. Dalam Islam konteks gadai
diatur sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu
pihak. Artinya, jika batas waktu yang telah disepakati bersama
telah tiba, maka orang yang berutang wajib membayar dan
melunasi utangnya. Jika tidak mau membayar dan tidak
mengizinkan penjualan barang yang digadaikannya, maka

® A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana, 2006), h 130.



penguasa (gadhi/hakim) boleh memaksanya untuk membayar
atau menjual barang tersebut. Jika barang tersebut terjual dengan
harga melebihi dari nominal utang, maka si penerima gadai hanya
berhak mengambil sejumlah haknya saja (utang si penggadai),
sedangkan sisanya dikembalikan kepada si penggadai. Jika hasil
jual barang gadai tersebut belum mencukupi jumlah nominal
utang, maka si penggadai harus mencukupinya sampai utang
tersebut lunas. Ketentuan inilah yang akhitnya menimbulkan
kemaslahtaan bagi semua pihak.

Secara umum pengertian gadai adalah kegiatan
menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak teretentu,
guna _memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan
akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian. Ketika seseorang
membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai
sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau ke lembaga
keuangan lainnya. Akan tetapi karena prosedurnya yang rumit
dan memakan waktu yang relatif lebih lama, kemudian
persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang
harus lengkap. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus
barang berharga, karna tidak semua barang dapat dijadikan
jaminan, maka jasa gadai menjadi alternatif bagi masyarakat
untuk mendapatkan dana.

Salah satu bentuk perilaku manusia dalam menjalin
hubungan dengan sesamanya, yang kemudian diatur dalam figh
muamalah adalah maslaah gadai (rhn). Gadai (rahn) merupakan
salah satu praktek perilaku yang dilakukan manusia sebagai pola
hubungan antar sesama, juga sebagai cara manusia dalam
memenuhi kebutuhan hidupnya. Gadai (rahn) dalam etimologi
adalah tetap dan lestari. Gadai (rahn) dikatakan jug®a al-hasbu,
artinya penahanan, misalnya ungkapan ni’matun rahimah

% Dewi Noviarni, Gadai Dalam Hukum Islam Di Indonesia, (Jambi:
Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Ndwah Kuala Tungkal, 2021),
h2.



(karunia tetap dan lestari). Secara termonilogi, bermakna
menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat
dijadikan pembayaran apabila tidak bisa membayar utang.
Praktek gadai (rahn) memiliki ketentuan hukum tersendiri yang
meliputi syarat dan rukun serta hal-hal lain yang telah ditentukan
oleh syari’at dan ada kaitannya dengan gadai (rahn) sehingga
apabila syarat-syarat dan rukun-rukunya tidak terpenuhi berarti
tidak sesuai dengan kehendak syara’.

Transaksi gadai yang dipraktikkan oleh Rasulullah saw
dan masyarakat Madinah bebas dari gharar (penipuan), maisir
(perjudian), dan riba. Dalam sebuah hadits disebutkan antara
proses gadai tersebut di antaranya:

JB il (e 3218 (e alin o Bas paagall e o jeai Wias
Dot aie alaY 5L dinaly (63 50 die 4o 5 alus adde Alla Al Jguy ga il

Artinya: Telah diriwayatkan oleh Nasrun bin Ali Jahzami
dari Hisyam dari Qatadah dari Anas ra berkata: sungguh
Rasulullah saw menggadaikan baju besinya kepada seorang
Yahudi di Madinah dan Menukarnya dengan gandum untuk
keluarganya.

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah saw pernah
menggadai baju besi beliau kepada seorang Yahudi, dan si
Yahudi tersebut bersedia mengutangkan gandum kepada beliau.
Tetapi orang Yahudi itu berkata “ Sesungguhnya Muhamamd
ingin memusnahkan hartaku”. Kemudian Rasulullah bersabda,
“Ia berdusta, sungguh aku adalah orang yang terpercaya di bumi
dan orang terpercaya di langit. Seandainya ia percaya padaku,
niscaya aku akan membayarnya”. (HR. At-(Tirmidzi).

Pegadaian Syariah terus berkembang dari waktu ke waktu
di mana memberikan kemudahan untuk kalangan masyarakat.
Pegadaian Syariah merupakan salah satu unit layanan syariah
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yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian di
samping unit layanan konvensional. Berdirinya unit layanan
syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem
bagi hasil antara Perum Pegadaian dengan Bank Muamalat
Indonesia maupun nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun
nasabah Perum Pegadaian yang ingin memanfaatkan jasa layanan
gadai berdasarkan prinsip syariah. Di samping itu, ada pula Bank
umum syariah yang menjalankan kegiatan transaksi gadai syariah
sendiri.’?

Saat ini tidak hanya lembaga keuangan konvesional yang
mampu melayani kebutuhan keuangan masyarakat akan tetapi
lembaga keuangan syariah pun turut hadir di tengah-tengah
masyarakat untuk memberikan warna yang berbeda dan
layananan yang berbeda pula. Lembaga Keuangan Syariah ikut
berpartisipasi memberikan layanan yang baik bagi masyarakat,
salah satunya dengan menerapkan praktik pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya
berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk
berbasis syariah memiliki karateristik seperti, tidak memungut
bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang
sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan,
dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa
dan/atau bagi hasil.**

Keberadaan Pegadaian Syariah pada awalnya didorong
olen perkembangan dan keberhasilan Lembaga-Lembaga
Keuangan Syariah lainnya. Di samping itu, juga dilandasi oleh
kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah Pegadaian yang
menerapkan prinsip-prinsip Syariah. Pegadaian Syariah ini
bertugas menyalurkan dana yang pembiayaannya dalam bentuk

1 Abdul Ghofur A, Gadai Syariah di Indonesia, Cet. I, (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2006), h. 5.

1 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 384.
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pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan
berdasarkan hukum gadai syariah.*?

Aceh istimewa karena terdapat hukum Qanun di
dalamnya, dan ini merupakan warisan yang dapat kita berikan
pada anak cucu kita pada masa yang akan mendatang. Hal ini
yang menjadikan penerus generasi atau anak cucu nanti
mengetahui bahwa pendahulunya masyarakat di Aceh telah
bersepakat dalam menerapkan hukum Islam secara totalitas bagi
segenap warganya baik muslim maupun non muslim.

Qanun di Aceh memegang teguh prinsip yang menjadikan
alquran dan Sunnah serta keputusan yang dilakukan bersama
dengan para ulama merupakan keistimewaan yang ada di Aceh.
Wahyu sebagai sumber ilmu dalam Islam sebagai pijakan
manusia dalam ber-istimbat dan menjadikan aturan maka sudah
pasti menemui jalan keselamatan. Akan tetapi sebaliknya jika
jauh dari hal-hal di atas bisa berakibat dari salah memahami
sesuatu sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah tentang
ilmu. Aceh mengeluarkan Qanun yang mewajibkan seluruh
lembaga keuangan bank dan non-Bank untuk juga melakukan
konversi menjadi lembaga keuangan Syariah.

Aceh yang merupakan daerah otonomi khusus atau
bersifat istimewa, membuat kebijakan tersendiri dalam
menghindari praktik riba. Sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh Pasal 125 ayat (1) syari“at Islam yang dilaksanakan di Aceh
meliputi aqidah, syar*iyah dan akhlak. (2) syari“at Islam
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-
syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata),

12 Ahmad Wardi Muslich, Figh Muamalat, Editor, Lihhiati, Ed, 1,
Cet, 11, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 626.
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jinayah  (hukum pidana), qadha™ (peradilan), tarbiyah
(pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.*?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh Pasal 125 tersebut melahirkan aturan
khusus dari pemerintah Aceh dalam mewujudkan syariat islam di
bidang muamalah yaitu Qanun atau Peraturan Daerah Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah. Qanun ini
memuat sejumlah aturan yang menjadi dasar dan kekuatan bagi
pemerintah Aceh untuk mengatur dan melindungi masyarakat
dari praktik riba. Aceh yang menjunjung tinggi aturan-aturan
syariat Islam akan lebih memperketat aturan-aturan dalam
perekonomian atau dalam bermuamalah.

Pasal 5 huruf a dalam Qanun Nomor 11 tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah, menjelaskan bahwa
lembaga keuangan syariah tersebut bertujuan untuk mewujudkan
perekonomian Aceh yang Islami. Qanun ini merupakan tindak
lanjut Qanun Aceh no. 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok
syariat Islam yang sebelumnya secara tegas telah mewajibkan
bahwa lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh wajib
dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah.™*

Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 berlaku sejak tanggal 4
Januari 2019 dimana Lembaga Keuangan yang beroperasi di
Aceh wajib menyesuaikan dengan Qanun ini paling lama 3 (tiga)
tahun sejak Qanun ini diundangkan. Mengingat Implementasi
Qanun ini berbatas waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan, maka
setiap orang, badan usaha dan badan hukum yang berada di Aceh
harus segera merubah transaksi keuangannya ke Lembaga
Keuangan Syari’ah.

1% Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Pasal 125 ayat (1) dan (2)

4 Qanun Nomor 11 tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,
Pasal 5 huruf a
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Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-
MUI/IN1/2002 pada tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn, Marhun
dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya
marhun tidak boleh dimanfaatkan olen murtahin kecuali seizin
rahin, dengan tidak mengurangi nilai  marhun dan
pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan
perawatannya.

Pendapat ini setidaknya sesuai dengan pasal 1157 KUH
Perdata, yaitu: pemberi barang wajib mengganti kepada yang
berpiutang biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak tersebut guna
keselamatan barang gadainya. ** Pasal 1159 KUH Perdata
melanjutkan bahwa selama berpiutang tidak menyalahgunakan
barang yang diberikan dalam gadai, maka yang berutang tidaklah
berkuasa menuntut pengembaliannya. Sebelum debitur membayar
uang pokok dan bungga serta biaya-biaya lain dalam upaya
meminjam dan menyelamatkan barang-barang gadaian yang telah
diberikannya.

Dalam gelaran Seminar Nasional Islam dan Pembangunan
Ekonomi yang digelar oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Kepala
Bank Indonesia Perwakilan Aceh pernah mengatakan bahwa
“Aceh berpeluang menjadi kiblat pengembangan ekonomi
Syariah nasional setelah Pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun
Lembaga Keuangan Syariah pada penghujung tahun 2018 yang
menginginkan masyarakat Aceh meninggalkan riba dalam
transaksi keuangan dan seluruh praktik lembaga keuangan yang
beroperasi di Aceh untuk patuh Syariah. Qanun Lembaga
Keuangan Syariah mengamanatkan bahwa dalam 3 tahun (Januari
2019 -Januari 2022) semua lembaga keuangan yang beroperasi di
Aceh harus dikonversi menjadi Lembaga keuangan Syariah.
Dengan demikian, perlu ada gerak sinergis dan langkah strategis
untuk mengembangkan ekonomi Syariah dan menyelesaikan

1* R. Subekti, dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Jakarta: PT.Pratnya Paramita, cet. 34, 2004), h 299.
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permasalahan ekonomi umat. Bank Indonesia dalam hal ini telah
berupaya untuk menyusun Masterplan Ekonomi Syariah yang
mencoba mengembangkan gerak strategis pengembangan
ekonomi Syariah dan mensinergikan kebijakan di Serambi
Mekkah.”

Merujuk kepada Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang
Lembaga Keuangan Syariah adalah Peraturan Perundang-
undangan yang mengatur tentang kegiatan Lembaga Keuangan
dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil
dan sejahtera khususnya pada Lembaga Keuangan Pegadaian
Syariah di Provinsi Aceh, maka penulis tertarik untuk meneliti
lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul “Analisis
Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di
Provinsi Aceh (Analisis dari Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat)”.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan,

maka dapat diidentifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

a. Terjadinya praktik Lembaga Pegadaian Konvensional
sebelum dikonversi menjadi Lembaga Pegadaian Syariah.

b. Adanya pemberlakuan hukum Qanun Aceh Nomor 11
tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah,
menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah tersebut
bertujuan untuk mewujudkan perekonomian Aceh yang
islami.

c.  Praktik Lembaga Pegadaian Syariah harus sesuai dengan
aturan Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah.
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Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari
adanya penyimpangan dan pelebaran pokok masalah agar
penelitian lebih terarah. Maka, dalam penelitian ini hanya
memfokuskan pada Analisis Praktik Lembaga Pegadaian Syariah
Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh (Analisis dari Aspek Figh,
Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat).

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang
menjadi rumusan masalah pada Tesis ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca
Qanun LKS di Provinsi Aceh menurut Aspek Figh?

2. Bagaimana Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca
Qanun LKS di Provinsi Aceh menurut Fatwa DSN?

3. Bagaimana Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca
Qanun LKS di Provinsi Aceh menurut Aspek Kemaslahatan
Umat?

4. Apakah Praktik Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi
Aceh sudah sesuai dengan aturan hukum Qanun Aceh Nomor
11 tahun 2018 dari segi Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat?

5. Bagaimana manfaat dari praktik Lembaga Pegadaian Syariah
Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh?

Tujuan Penelitian
Penentuan tujuan merupakan suatu hal yang penting, karena
tujuan yang jelas dapat menentukan arah dan sasaran yang akan
tercapai. Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini
adalah:
1. Untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan Praktik
Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di Provinsi
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Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan
Umat.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai kesesuaian
Praktik Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh
dengan aturan hukum Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018
dari segi Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat.

3. Untuk melihat manfaat-manfaat yang didapatkan oleh
pegadaian syariah dari Praktik Lembaga Pegadaian Syariah
Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh.

1.6. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan hasil penelitian ini dapat digolongkan
menjadi dua bagian di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan wawasan keilmuan kepada pembaca
mengenai Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh menurut
Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat, serta berguna
bagi ilmu pengetahuan yang semakin berkembang. Dapat
mebandingkan konsep, teori dan Praktik Lembaga Pegadaian
Syariah Pasca Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
Provinsi Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat.

Seterusnya penelitian ini diharapkan dapat memerikan
konstribusi teoritis pada Praktik Lembaga Pegadaian Syariah
Pasca Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi
Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat.
Kemudian dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi
tambahan bagi mahasiswa dalam pembuatan penelitian mengenai
Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh menurut Aspek Figh,
Fatwa DSN dan Kemaslahatan Umat.
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2. Manfaat Praktis
Adapun manfaat praktis penelitian ini di antaranya

sebagai berikut:

a. Dapat digunakan sebagai alternatif pemecahan
masalah yang timbul seperti mengenai Praktik
Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi
Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat.

b. Dapat digunakan sebagai rujukan bagi mahasiswa
dalam pembinaan kehidupan khususnya dalam
memahami Praktik Lembaga Pegadaian Syariah
Pasca Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
Provinsi Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi pihak lembaga keuangan syariah
yang berusaha untuk peningkatan praktik kesyariah
murni.

1.7. Kajian Pustaka

Kajian pustaka bertujuan untuk mengetahui hubungan

antara penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan yang
akan dilakukan. Di bawah ini peneliti akan memberikan
kesimpulan hasil penelitian yag pernah dilakukan.

1.

Masyhar Sa’adi, (2021) melakukan penelitian terkait
Efektif Regulasi Wajib Bank Syariah Di Aceh Dan
Manfaatnya Terhadap Kemaslahatan Rakyat (Studi
Implementasi Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan Syariah), Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Aceh sudah
merasakan manfaatnya dari Bank Syariah yang
menerapkan Regulasi Wajib Bank Syariah, sementara
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sebagian masyarakat lainnya belum sepenuhnya
merasakan manfaat tersebut.

Dari hasil penelitian dalam penelitian di atas
menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang peneliti lakukan sekarang ini. Adapun
persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah. Namun yang menjadi perbedaan pada
tempat penelitian, penelitian terdahulu mengambil lokasi
pada Bank Syariah di Aceh, sedangkan penelitian ini
melakukan penelitian pada Pegadaian Syariah di Aceh.
Irhamna Utamy dan Ahmad Hasan Basri dalam artikel
yang berjudul “Konsep Keadilan Pada Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan
Syariah”. Penelitian ini fokus pada persoalan prinsip
keadilan menggunakan metode deskriptif analisis dengan
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan filosofis dan
sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip
keadilan yang dimaksud dalam ganun Aceh Nomor 11
Tahun 2018 telah sesuai dengan syariat Islam.

Penelitian di atas menjelaskan konsep keadilan
yang diterapkan pada Lembaga Keuangan di Aceh sesuai
dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Lembaga Keuangan Syariah. Namun pada penelitian ini
peneliti ingin membahas secara keseluruhan praktik
Pegadaian Syariah. Namun pada penelitian ini peneliti
ingin membahas secara keseluruhan praktik Pegadaian
Syariah yang sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11
Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah.
Syamsuri, dkk. (2021) mengkaji “Analisis Qanun
(Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan
Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah di Aceh”.
Hasil penelitian menunjukkan kesesuaian perbankan
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syariah dengan Qanun Aceh yang sesuai dengan prinsip
syariah yaitu: a. Qanun Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) mencoba untuk bertanggung jawab secara syariah
agar tidak adanya praktek riba, maisir, judi dan ghorar. b.
Kegiatan ekonomi yang dimaksudkan dalam Qanun ini
adalah melalui bank Syariah yang menjalankan aspek-
aspek ekonomi Islam. c¢.  Qanun tersebut lebih
mengedepankan prinsip keadilan, sesuai dengan ajaran
Islam yaitu tidak adanya sifat menzalimi.

Penelitian di atas menganalisis berbagai Lembaga
keuangan yang ada di Aceh. Sedangkan peneliti hanya
melihat pegadaian syariah saja mengenai implementasi
Qanun LKS di dalamnya.

Ongky, dkk. (2023) mengkaji “Konsep Rahn (Gadai)
Dalam Islam dan Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia Kajian Fikih Muamalah”. Hasil penelitian
menunjukkan dalam Islam rahn atau gadai hukumnya
dibolehkan. Dasar hukum gadai berasal dari Al-Qur’an
surat Al-Bagarah ayat 283, Hadits dan Ijma’ ulama.
Hukum kebolehan tersebut dikarenakan di dalamnya
terdapat manfaat berupa '~ tabarru dan menjalin
silaturrahmi sesama manusia. Selain landasan hukum
tersebut, dalam konstitusi Indonesia kegiatan rahn juga di
atur dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional
No. 25 DSN-MUI/INI/2002 pada tanggal 26 juni 2002.
Dalam proses rahn atau gadai terdapat beberapa rukun
yang harus dipenuhi vyaitu: Rahin (orang Yyang
menggadai), murtahin (pemegang gadai), marhun (barang
gadaian), marhun bih (nilai/uang pinjaman), serta sighat
(ijab dan gabul). Selanjutnya agar rahn itu sah menurut
syariat Islam beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:
para pihak (rahin dan murtahin) harus berakal, sudah
baligh, dan mumayyiz yaitu mengerti tentang akad yang
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dilaksanakan. Untuk barang yang akan digadaikan atau
diserahkan harus memenuhi kriteria yang jelas.
Selanjutnya syarat untuk sighat pada dasarnya harus atas
kesepakatan antara rahin dan murtahin dengan
mengutamakan asas tolong menolong, dan tidak
memberatkan masing-masing pihak dalam Rahn.
Penelitian ini mengkaji tentang konsep gadai dalam Islam
dan peraturan perundang-undangan Indonesia Kajian
Figih Muamalah, sedangkan peneliti mengkaji tentang
gadai pasca Qanun LKS di provinsi Aceh.

Novita Dwi Safitri. (2023). Mengkaji  “Analisis
Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia”. Hasil
penelitian ~ menunjukkah  bahwa  seiring  dengan
perkembangan zaman, Masyarakat ingin semakin
dimudahkan dengan adanya teknologi. PT Pegadaian
akhirnya meluncurkan aplikasi Pegadaian Syariah Digital.
Dengan adanya aplikasi ini harapannya para nasabah akan
merasa terbantu karena dapat bertransaksi melalui
smartphone miliknya tanpa harus bertransaksi secara
manual. Layanan pegadaian syariah digital service ini
terdapat dalam dua macam vyaitu dapat diakses melalui
website yakni https://digital.pegadaiansyariah.co.id dan
dalam bentuk aplikasi pegadaian syariah yang dapat
didownload melalui Google Play maupun App Store.
Keduanya memiliki fasilitas pelayanan yang sama bagi
nasabah. Namun, di setiap sesuatu yang dinilai baik atau
memiliki kelebihan pasti di sisi lain juga terdapat sisi
kekurangannya. Kelebihan dari pegadaian syariah digital
antara lain memudahkan nasabah dalam bertransaksi,
efektif dari segi waktu dan biaya, informasi dapat
diketahui secara realtime, bertransaksi tanpa harus
mengantri, fitur yang ditawarkan cukup lengkap. Namun
kkeurangan dari aplikasi ini adalah memerlukan jaringan
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internet yang kuat agar transaksi dapat berjalan dengan
lancer, tidak semua nasabah berada di lingkungan dengan
jaringan internet yang memadai, tidak semua nasabah
telah melek teknologi, memungkinkan adanya cyber data
atau peretasan, rating di Google Play masih rendah yaitu
2,8.

Bernica Tiya Ifada. (2023). Mengkaji “Persepsi
Masyarakat Terhadap Pegadaian Syariah (Studi Kasus du
Dusun 11l Desa Karang Tengah Kec. Buay Madang Timur
Kab. Oku Timur)”. Hasil penelitian persepsi Masyarakat
terhadap pegadaian syariah menunjukkan bahwa persepsi
Masyarakat terhadap pegadaian syariah UPC Belitang
yang baru beridiri kurang lebih dua tahun ditemukan ada
Masyarakat Desa Katang Tengah khususnya dusun tiga
yang sudah menggunakan jasa di pegadaian syariah
karena pegadaian syariah dapat membantu Masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan dan modal usaha dalam
waktu yang relative cepat tanpa harus pembukaan
rekening terlebih dahulu. Tetapi ada juga Masyarakat
yang belum bergabung di pegadaian syariah UPC
Belitang dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang
prodik yang tersedia di pegadaian syariah.

Harisah. (2016). Mengkaji “Penerapan Multi Akad Dalam
Kontrak Gadai di Pegadaian Syariah dan Bank Jawa
Timur Syariah Simpang Madura”. Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik akad gard digunakan untuk
transaksi pinjam uang tanpa imbalan, di pegadaian syariah
simpang madura telah sesuai dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI begitu halnya dengan Bank Jawa Timur
Syariah Sampang Madura dengan fatwa DSN-MUI,
meskipun pelafadzan akad berbeda. Pegadaian syariah
sampan kontrak akad gard dilakukan secara lisan
sedangkan Bank Jawa Timur Syariah Sampang kontrak
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dilakukan secara tertulis. Selanjutnya akad rahn
digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah
berupa emas yang kemudian membutuhkan ijarah sebagai
akad terakhir untuk kesepakatan pembayaran asuransi
barang jaminan milik nasabah begitu pula di Bank Jawa
Timur Syariah Sampang. Sesuai dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI di Pegadaian Syariah Sampang dan Bank Jawa
Timur Syariah Sampang telah sesuai dengan ketentuan
Fatwa DSN-MUI. Terakhir penerapan akad ijarah yang
digunkan untuk sebagai media untuk pembayaran sewa
atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan ada
perbedaan antara Pegadaian Syariah Sampang dan Bank
Jawa Timur Syariah Sampang. Di Pegadaian Syariah
Sampang Ujrah yang dibayar oleh nasabah setelah jatuh
tempo dan dihitung berdasarkan jenis jaminan untuk
jaminan dari harga Rp 50.000 — Rp 500.000 ujrah sebesar
0,71% per/10 hari dari taksiran. Harga Rp 500.000 — Rp
20.000 ujrah sebesar 0,45% per/10 hari dari taksiran,
harga Rp 20.000.000 dan diatasnya ujrah sebesar 0,62%
per/10 hari dari taksiran. Sedangkan di Bank Jawa Timur
Syariah Sampang Madura Nasabah untuk kontrak
kesepakatan pembayaran biaya sewa atas tempat
penyimpanan barang jaminan dan pembayaran angsuransi
barang jaminan milik nasabah. Biaya sewa yang dibayar
oleh nasabah sebesar 1,2% dari pinjaman dan dibayar
setelah jatuh tempo. Akad ijarah ini tidak sesuai dengan
Fatwa DSN-MUI tentang penentuan besaran sewa karena
dikaitkan dengan besaran pinjaman, sehingga termasuk
kategori riba.

Jihan Karina Putri. (2023). Mengkaji “Konsep Dan
Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Kota
Langsa”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan
bahwa kegiatan gadai sudah ada sejak zaman Rasulullah
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SAW dan berlangsung hingga sekarang, sehingga
kegiatan gadai diperbolehkan berdasarkan hukum Islam.
Pegadaian Syariah Langsa sudah menerapkan konsep
akad gadai sesuai dengan aturan syariah yang tertuang
dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 26/DSN-
MUI/111/2002. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi
gadai yaitu akad rahn dan ijarah diperbolehkan dan
dibenarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Lamtana, dkk. (2022). Mengkaji “Penerapan Prinsip
Syariah Pada Akad Rahn di Lembaga Pegadaian Syariah
(Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)”. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penerapan
akad rahn di Gadai Syariah Berbagi Berkah, yaitu nasabah
menyerahkan barang dan hartanya, dan setelah itu
pegadaian akan menyimpankan dan menjaga barang
tersebut pada tempat yang sudah disiapkan oleh pihak
pegadaian. Dari prosedur penyimpanan, muncul biaya
yang meliputi sebagai berikut: nilai tempat penyimpanan
barang, biaya merawat dan seluruh prosedur kegiatan
lainnya. Berdasarkan ini, menurut Gadai Syariah Berbagi
Berkah dibetulkan bagi pegadaian menerapkan baiaya
penyewaan untuk nasabah yang sesuai dengan jumlah
yang telah disepakati oleh masing-masing pihak yang
terkait. Gadal Syariah Berbagi Berkah akan memperoleh
laba/profit dengan hanya dari biaya penyewaan tempat
yang didapat bukanlah tambahan yang berbentuk bunga
ataupun sewa modal yang dihitung dari uang yang
dipinjamkan. Yang dimaksud dari akad Rahn yakni
produk pembiayaan rahn yang ada di Gadai Syariah
Berbagi Berkah. Akad Rahn pada Gadai Syariah Berbagi
Berkah menggunakan akad gardh yang pinjaman harus
dikembalikan sesuai jumlah pokok pinjaman tanpa
imbalan pada waktu tertentu yang sudah disepakati kedua
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belah pihak. Gadai Syariah Berbagi Berkah menggunakan
multi akad, yiatu akad rahn (gadai), gardh (pinjam
meminjam) dan ijarah (sewa tempat) akad kedua
merespon akad pertama, dan akad ketiga melengkapi akad
kedua di mana kesempurnaan akad pertama bergantung
pada sempurnanya akad kedua dan ketiga melalui proses
timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad
lainnya.

Ana Toni, dkk. (2023). Mengkaji “Pegadaian Syariah:
Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka
Pendek Dalam Perspektif Masyarakat”. Hasil penelitian
mengatakan bahwa pegadaian mempunyai peran yang
aktif dalam menyejahterakan kehidupan Masyarakat yang
ada disekitarnya, dengan cara melakukan upaya
pemberian dan penyediaan berupa dana yang sedang
dibutuhkan. Pembiayaan pada pegadaian syariah memiliki
banyak manfaat baik dari segi produktif maupun segi
konsumtif. Banyak nasabah yang sedang membutuhkan
dana cepat dengan proses yang tidak rumit. Jika pergi
pada Lembaga keuangan bank, maka harus melewati
prosedur yang bisa dibilang sedikit rumit, dan jika pergi
kepada rentenir maka akan mendapatkan bunga pinjaman
yang besar. Maka dengan itu pegadaian syariah hadir,
ditengah-tengah Masyarakat. Gadai emas Syariah adalah
salah satu inovasi dari pihak pegadaian syaraiah yang
mempunyai tujuan untuk mempermudah nasabah yang
sedang membutuhkan dana cepat dengan jangka waktu
yang pendek tanpa adanya bunga. Penelitian ini mengkaji
tentang peran pegadaian syariah khususnya peran sebagai
Lembaga pemberi pinjaman dalam jangka waktu yang
pendek, sedangkan peneliti ingin mengkaji tentang peran
Lembaga pegadaian syariah pasca ganun LKS di provinsi
Aceh.
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Berdasarkan hasil kajian pustaka yang peneliti uraikan
menunjukkan bahwa tidak adanya kesamaan dengan penelitian
yang akan diteliti oleh peneliti mengenai praktik lembaga
pegadaian syariah. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai
suatu data yang aktual dan perlu penelaahan ilmiah untuk dikaji
lebih mendalam agar dapat dijadikan referensi penelitian lainnya
yang berkaitan. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk
mengkaji lebih lanjut dalam sebuah tesis yang berjudul “Analisi
Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS Di
Provinsi Aceh (Analisi Dari Aspek Figh, Fatwa DSN Dan
Kemaslahatan Umat)’.

Untuk menjelaskan secara terperinsi mengenai penelitian
terdahulu, peneliti menjelaskan secara ringkas dalam bentuk tabel
seperti di bawah ini:

Tabel 1 1 Kajian Kepustakaan

No Identitas Penelitian

Hasil Penelitian

1. | Masyhar Sa’adi, (2021)
melakukan penelitian
terkait Efektif Regulasi
Wajib Bank Syariah Di
Aceh Dan Manfaatnya
Terhadap Kemaslahatan
Rakyat (Studi
Implementasi Qanun
Aceh Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah)

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa
sebagian masyarakat Aceh
sudah merasakan manfaatnya
sementara sebagian
masyarakat lainnya belum
merasakan manfaat tersebut.

2. | Irhamna Utamy dan
Ahmad Hasan Basri
dalam artikel yang
berjudul “Konsep
Keadilan Pada Qanun
Aceh Nomor 11 Tahun
2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah”.

Penelitian di atas
menjelaskan konsep keadilan
yang diterapkan pada

Lembaga Keuangan di Aceh
sesuai dengan Qanun Aceh

Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan
Syariah. Namun pada

penelitian ini peneliti ingin
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membahas secara
keseluruhan praktik
Pegadaian Syariah. Namun
pada penelitian ini peneliti
ingin  membahas  secara
keseluruhan praktik
Pegadaian  Syariah  yang
sesuaidengan Qanun Aceh
Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Lembaga Keuangan
Syariah.

Syamsuri, dkk. (2021)
mengkaji “Analisis
Qanun (Lembaga
Keuangan Syariah)
Dalam Penerapan
Ekonomi Islam Melalui
Perbankan Syariah di
Aceh”.

Hasil penelitian
menunjukkah kesesuaian
Perbankan Syariah yaitu: a.
Qanun LKS mencoba untuk
bertanggung jawab secara
syariah agar tidak adanya
praktek riba, maisir, judi dan
gharar. b. Kegiatan ekonomi
yang dimaksudkan dalam
Qanun ini adalah melalui
bank syariah yang
menjalankan aspek-aspek
ekonomi Islam. c. Qanun
tersebut lebih
mengedepankan prinsip
keadilan, sesuai dengan
ajaran Islam yaitu tidak
adanya sifat menzalimi.

Ongky, dkk. (2023)
mengkaji “Konsep Rahn
(Gadai) Dalam Islam
dan Peraturan
Perundang-Undangan
Indonesia Kajian Fikih
Muamalah”.

”. Hasil penelitian
menunjukkan dalam Islam
rahn atau gadai hukumnya
dibolehkan. Dasar hukum
gadai berasal dari Al-Qur’an
surat Al-Bagarah ayat 283,
Hadits dan I[jma’ ulama.
Hukum kebolehan tersebut
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dikarenakan di dalamnya
terdapat manfaat berupa
tabarru dan menjalin
silaturrahmi sesama manusia.
Selain landasan hukum
tersebut, dalam konstitusi
Indonesia kegiatan rahn juga
di atur dengan mengacu pada
fatwa Dewan Syariah
Nasional No. 25 DSN-
MUI/111/2002 pada tanggal
26 juni 2002.

Novita Dwi Safitri.
(2023). Mengkaji
“Analisis Perkembangan
Pegadaian Syariah di
Indonesia”.

Hasil penelitian
menunjukkah bahwa seiring
dengan perkembangan
zaman, Masyarakat ingin
semakin dimudahkan dengan
adanya teknologi. PT
Pegadaian akhirnya
meluncurkan aplikasi
Pegadaian Syariah Digital.

Bernica Tiya Ifada.
(2023). Mengkaji
“Persepsi Masyarakat
Terhadap Pegadaian
Syariah (Studi Kasus du
Dusun |11 Desa Karang
Tengah Kec. Buay
Madang Timur Kab. Oku
Timur)”.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa persepsi
masyarakat terhadap
pegadaian syariah UPC
Belitang yang baru berdiri
lebih dua tahun ditemukan
adanya masyarakat Desa
Karang Tengah khususnya
dusun tiga yang sudah
menggunakan jasa di
pegadaian syariah karena
pegadaian syariah dapat
membantu masyarakat untuk
memenuhi kebutuhan dan
modal usaha dalam waktu
yang relative cepat tanpa
harus pembukaan rekening
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terlebih dahulu.

Harisah. (2016).
Mengkaji “Penerapan
Multi Akad Dalam
Kontrak Gadai di
Pegadaian Syariah dan
Bank Jawa Timur
Syariah Simpang
Madura”.

Dari hasil penelitian
menunjukkan bahwa praktik
akad gard digunakan untuk
transaksi pinjam uang tanpa
imbalan, di pegadaian syariah
simpang madura telah sesuai
dengan ketentuan Fatwa
DSN-MUI begitu halnya
dengan Bank Jawa Timur
Syariah Sampang Madura
dengan fatwa DSN-MUI,
meskipun pelafadzan akad
berbeda. Pegadaian syariah
sampan kontrak akad gard
dilakukan secara lisan
sedangkan Bank Jawa Timur
Syariah Sampang kontrak
dilakukan secara tertulis.

Jihan Karina Putri.
(2023). Mengkaji
“Konsep Dan Penerapan
Akad Rahn Pada
Pegadaian Syariah Kota
Langsa’.

Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kegiatan
gadai sudah ada sejak zaman
Rasulullah SAW dan
berlangsung hingga sekarang,
sehingga kegiatan gadai
diperbolehkan berdasarkan
hukum Islam. pegadaian
syariah Langsa sudah
menerapkan konsep akad
gadai sesuai dengan aturan
syariah yang tertuang dalam
fatwa DSN Nomor:
26/DSNOMUI/111/2002.
Penggunaan dua akad dalam
satu transaksi gadai yaitu
akad rahn dan ijarah
diperbolehkan dan
dibenarkan oleh Dewan
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Syariah Nasional

9. | Lamtana, dkk. (2022). Hasil penelitian ini
Mengkaji “Penerapan menunjukkan bahwa
Prinsip Syariah Pada prosedur penerapan akad
Akad Rahn di Lembaga | rahn di Gadai Syariah
Pegadaian Syariah Berbagi Berkah, yaitu
(Studi Gadai Syariah nasabah menyerahkan barang
Berbagi Berkah dan hartanya, dan setelah itu
Samarinda) . pegadaian akan

menyimpankan dan menjaga
barang tersebut pada tempat
yang sudah disiapkan oleh
pihak pegadaian. Dari
prosedur penyimpanan,
muncul biaya yang meliputi
sebagai berikut: nilai tempat
penyimpanan barang, biaya
merawat dan seluruh
prosedur kegiatan lainnya.

10. | Ana Toni, dkk. (2023). Hasil penelitian mengatakan

Mengkaji “Pegadaian
Syariah: Peningkatan
Kesejahteraan Melalui
Pinjaman Jangka Pendek
Dalam Perspektif
Masyarakat”.

bahwa pegadaian mempunyai
peran yang aktif dalam
menyejahterakan kehidupan
Masyarakat yang ada
disekitarnya, dengan cara
melakukan upaya pemberian
dan penyediaan berupa dana
yang sedang dibutuhkan.
Pembiayaan pada pegadaian
syariah memiliki banyak
manfaat baik dari segi
produktif maupun segi
konsumtif.

1.8. Kerangka Teori

Praktik adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu
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teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan
untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok
atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
Menurut Parawita praktik atau tindakan merupakan suatu sikap
yang belum tentu otomatis terwujud dalam suatu tindakan (Overt
Behavior).'®

Gadai dalam bahasa Arab disebut Rahn. Rahn menurut
bahasa adalah: jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai Al-
Habsu, artinya: penahanan. *’

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan
demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara
sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan
utang atau gadai.*®

Sebagaimana kita ketahui dalam Kitab Undang-undang
HukumPerdata Pasal 1150 yang menyatakan bahwa:

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang
berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan
kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lain atas namanya,
dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk
mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan
dari pada orang-orang untuk melelang barang tersebut dan biaya
yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang

% parawita G. K., Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan
Tindakan Higiene Sanitasi Tenaga Penjamah di Rumah Makan Lamun Ombak
Kota Padang Tahun 2018, (Padang: Politeknik Kesehatan, 2018), h. 22.

7 A, W. Munawwir, Kamus Al-Munawwir, (Surabaya: Pustaka
Progressif, 2007), Ed. 11, h.542.

8 Sayyid Sabig, Fighus Sunnah , (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi,
2007), cetakan ke-8, vol 111 h.169.
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itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.*®

Gadai adalah menjadikan suatu benda bernilai menurut
pandangan syara’ sebagai tanggungan utang, dengan adanya
benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian utang
dapat diterima.?

Sedang menurut Hasbi Ash Shiddieqy Rahn adalah akad
yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang
mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.?

Jadi, kesimpulannya bahwa Rahn adalah menahan
barang jaminan milik si peminjam (rahin), baik yang bersifat
materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman
yang diterimanya. Barang yang diterima tersebut memiliki nilai
ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin)
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau
sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak
yang menggadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada
waktunya.

Pegadaian syariah adalah sebuah lembaga keuangan
yang dalam sistem operasionalnya berpegang pada prinsip
syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah
memiliki karakteristik seperti tidak 'memungut bunga dalam
berbagai bentuk karena riba menetapkan uang sebagai alat tukar
bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan
bisnis untuk memperoleh imbalan jasa atau bagi hasil.?

Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah
turunan UUPA yang merupakan kekhususan dan keistimewaan

19 Kitab Undang-undang hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
Penerjemah R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, Ps.1150.

2 Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang, dan Gadai, (Bandung:
Al-Ma’arif, 2003), h. 50.

%! Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Figh Muamalah, (Jakarta: Bulan
Bintang, 2004), h. 86-87.

22 Sudarsono, H., Bank dan Lembaga Keuangan Syariah dan limu
lHustrasi, (Yogyakarta: Ekonisia), h. 2015.
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Aceh, terutama Pasal 125, 126, dan 127. Qanun LKS adalah
tingkatan kedua dalam penyempurnaan syariat Islam di Aceh
setelah peraturan busana, yaitu peraturan di bidang muamalah.?
Qanun Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah merupakan peraturan perundang-undangan
yang setara dengan peraturan daerah yang mana negara
memberikan wewenang kepada daerah tertetntu untuk dapat
mengelola daeRahnya sendiri seperti Aceh salah satunya.

Qanun . Aceh bertujuan untuk menegakkan aturan
syariah yang menjadikannya berbeda dari daerah daerah
lainnya. Telah banyak aturan aturan syariah yang dikeluarkan
dalam bentuk Qanun seperti hukuman jinayat, Qanun tentang
pokok-pokok syariat Islam, dan Qanun tentang lembaga
keuangan. Keberadaan Qanun 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah memberikan dampak positif terhadap dunia
perekonomian terutama perekonomian daerah, karena terdapat
aturan yang mampun meningkatkan potensi dalam
pemberdayaan UMKM sehingga tercapainya tujuan untuk
kesejahteraan dan keadilan masyarakat.

»| PEGADAIAN g
SYARIAH
KEMASLAHAT
FIQH FATWA DSN AN UMAT

® Rahmat Fajri, Wacana Revisi Qanun LKS, peluang kembalinya
bank Konvensional ke Aceh, Avrikel Antara, 2023.
http://www.antaranews.com/berita/3565902/wacana-revisi-ganun-Iks-peluang-
kembalinya-bank-konvensional-ke-aceh



http://www.antaranews.com/berita/3565902/wacana-revisi-qanun-lks-peluang-kembalinya
http://www.antaranews.com/berita/3565902/wacana-revisi-qanun-lks-peluang-kembalinya
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1.9. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarah dan memudahkan penulisan serta
memperoleh gambaran yang utuh, sehingga tidak melebar dan
rancu. Penulis membuat sistematika sesuali dengan masing-
masing bab, maka penulis akan membagi pokok-pokok
permasalahan ke dalam lima bab sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan mengenai
beberapa inti point dalam penulisan tesis ini di antaranya
terdapat latar belakang permasalahan, kemudian pembatasan dan
perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, kerangka teori, dan ada pula diurutkan mengenai
sistematika penulisan.

BAB Il Tinjauan Teoritis, bab ini berisi penjelasan
mengenai teori- teori yang digunakan sebagai landasan untuk
pembahasan dan pemecahan masalah antara lain akan
diterangkan mengenai: pengertian pegadaian syariah, asal mula
pegadaian, keuntungan usaha gadai, hak dan kewajiban penerima
gadai, hak dan kewajiban pemberi gadai, Fatwa Dewan Syariah
Nasional (DSN) tentang gadai, ketentuan gadai dalam Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), ketentuan barang jaminan pada pegadaian,
Landasan Hukum Rahn, Rukun Rahn, syarat Rahn, persamaan
dan perbedaan antara gadai syariah dan gadai konvensional,
prosedur pinjaman, prinsip pegadaian syariah, dan kegiatan usaha
pegadaian lainnya.

BAB Il berisikan prosedur penelitian yang berisikan
beberapa uraian point penting yaitu metode penelitian, sumber
data, teknik pengumpulan data, serta teknik yang digunakan
dalam menganalisa data.

BAB IV Gambaran Umum Pegadaian Syariah provinsi
Aceh, bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum
perusahaan dari sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi
(pegadaian  Cabang Bireun, Pegadaian Cabang Kota
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Lhokseumawe, Pegadaian Cabang Aceh Utara, dan Pegadaian
Binjei — Kota Langsa), dan tugas pokok, logo pegadain, produk-
produk pada pegadaian, kemudian dilanjut dengan hasil-hasil
penelitian seperti Praktik Lembaga Pegadaian Syariah asca
Qanun LKS di Provinsi Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN
dan Kemaslahatan Umat, kemudian kesesuaian praktik Lembaga
Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh dengan aturan hukum
Qanun Aceh Nomor 11 tahun 2018 dari Segi Aspek Figh, Fatwa
DSN dan Kemaslahatan Umat, serta manfaat dari praktik
Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh

Terakhir, BAB V penutup. Merupakan bab di mana
penulis akan mengemukakan = kesimpulan-kesimpulan dan
berdasarkan kesimpulan tersebut ~ penulis mencoba
memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi
perusahaan di masa yang akan datang.
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BAB I1
LANDASAN TEORI
2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian adalah membantu  masyarakat  untuk
meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Dalam kegiatan
sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau
membayar berbagai keperluan. Dan yang menjadi masalah
terkandang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi
dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau
tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan
yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang
sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara
seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.**

Pengertian Pegadaian menurut ahli: %

1) Menurut A.A Basyir: Rahn adalah perjanjian menahan
sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau
menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan
syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga
dengan adanya tanggungan uatang itu selurih atau
sebagai utang dapat diterimanya.

2) Menurut imam Ibnu Qudamah dalam kitab al-mughi
adalah: sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari
suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya, apabila
yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari
orang yang berpiutang. Sedangkan imam Abu Zakaria
al-Anshary  dalam  kitabnya  Fathul =~ Wahab
mendefinisikan Rahn adalah menjadi benda yang
bersifat harta benda itu bila utang tidak dibayar.

* Yazid Afandi, Figh Muamalah Dan Implementasinya Dalam
Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 85.

% Sugeng Widodo, Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi,
Akuntansi, Permasalahan, & Solusi), (Yogyakarta: Ull Press, 2017), h. 48.

17
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Dari beberapa pengertian di atas dapat kita simpulkan
bahwa pengertian Rahn adalah menahan harta salah satu milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa Rahn adalah semacam
jaminan utang atau gadai.

Gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai
tanggungan utang, atau menjadikan suatu benda bernilai menurut
pandangan syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga
dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagai utang
dapat diterimanya.?®

Dapat disimpulkan bahwa Rahn atau yang biasa dikenal
dengan gadai adalah menahan harta salah satu milik si peminjam
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Secara
sederhana dapat dijelaskan bahwa Rahn adalah semacam jaminan
utang atau gadai.?’

Pengartian gadai dalam hukum positif seperti tercantum
dalam Burgerlijk wetbook (kitab Undang-Undang Hukum
Perdata) Buku Il Bab XX pasal 1150, gadai adalah suatu hal yang
diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang
diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh
orang lain atas Namanya dan yang memberikan kekuasaan
kepada si berpiutang itu untuk melelang barang tersebut dan
biaya-biaya mana harus didahuluka (Pasal 1150 KUHP Perdata).
Jadi perbedaan Pegadaian Syariah dengan hukum positif adalah
Dimana hukum positif ialah mendahulukan orang yang

%6 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep,
Implementasi Dan Institusionalisasi,, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2006), h. 99.

2 AH Azharudin Lathief, Figh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta
Press, 2005), h.154.
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menggadaikan barangnya dibandingkan dengan orang yang
berpiutang lainnya.?®

Jika kebutuhan dana jumlahnya besar, maka dalam jangka
pendek sulit untuk dipenuhi, apalagi jika harus dipenuhi lewat
Lembaga perbankan. Namun, jika dana yang dibutuhkan relative
kecil tidak jadi masalah, karena banyak tersedia sumber dana
yang murah dan cepat, mulai dari pinjaman tetangga, tukang ijon
dan pinjaman berbagai Lembaga keuangan lainnya.”

Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga
kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang
berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat
terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang
dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh
terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat
mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi masalah diatas
dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-
barangnya ke lembaga tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut
pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah masyarakat
melunasi pinjamannya. Kegiatan manjamikan barang-barang
berharga untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat ditebus
kembali setelah jangka waktu tertentu tersebut dengan nama
pegadaian.®

Dengan pegadaian Masyarakat tidak perlu takut
kehilangan baramg-barang berharganya dan jumlah uang yang di
inginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang
dijaminkan. Perusahaan yang menjalankan usaha pegadaian di

8 Abdul Ghafur Anshori, Gadai Syariah Di Indonesia Konsep,
Implementasi Dan Institusional Edisi Pertama, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University, 2006), h. 89.

°Suhedi, Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
2007), h. 57.

%0 Rodoni Ahmad, Investasi Syariah, (Jakarta: Lembaga Penelitian
UIN Jakarta 2009), h. 191.
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Indonesia hanya dilakukan oleh perum pegadaian. Secara umum
pengertian pegadaian adalah kegiatan menjaminkan barang-
barang berharga kepda pikah tertentu, guna memperoleh sejumlah
uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuan
dengan perjanjian antara nasabah dengan Lembaga pegadaian.®

PT.Pegadaian (Persero) merupakan salah satu Lembaga
keuangan non bank (LKNB) di Indonesia yang bergerak pada tiga
line bisnis yaitu gadai, pembiayaan, dan jasa lainnya. Selain
melayani bisnis secara konfesional pegadaian juga memiliki unit
bisnis syariah yang produknya sesuai dengan syariah Islam, yaitu
pegadaian syariah.

Pegadaian syariah memberikan solusi keuangan dengan
berbagai produk andalan berbasis gadai (rahan) dan pembiayan.
Adapun akad utama yang digunakan pada produk syariah adalah
akad Rahn. Dalam fatwa dewan syariah nasional (DSN Nomor
25/DSN-MUI/111/2002) tentang Rahn dijelaskan, bahwa pinjaman
dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam
bentuk Rahn diperbolehkan dengan beberapa ketentuan, yaitu :

a) Murtahin (penerima  barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi.

b) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin.
Perinsipnya, marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin  kecuali atas izin Rahin dengan tidak
mengurangi nilai Marhun serta pemanfaatannya hanya
sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

¢) Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga
oleh  Murtahin. Adapun biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

%1 Bagya Agung Prabowo, Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah
Pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ull Press, 2012), h. 29.
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d) Besar biaya pembiaya pemeliharaan dan penyimpanan
Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah
pinjaman.

e) Penjualan Marhun
Apabila sudah jatuh tempo, murtahin harus memberikan

peringatan kepada rahin untuk segera melunasi utangnya, maka
Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya
pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya
penjualan. Adapun kelebihan dari hasil penjualan tersebut
menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban
Rahin.

Tujuan pokok berdirinya pegadaian syariah adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan umat dan saling tolong-menolong.
Dengan adanya pegadaian syariah maka dapat memberantas
rentenir, praktek gadai gelap yang sangat memberatkan dan
membebani Masyarakat kecil. Alasan yang melatarbelakangi
diperbolehkannya pegadaian syariah itu karena sifat social, dapat
membantu meringankan beban Masyarakat menengah kebawah
yang dalam kesehariannya masih bersifat konsumtif, dan
tujuannya pula untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.
Namun dalam kegiatan operasionalnya pegadaian syariah masih
lebih banyak dimanfaatkan oleh Masyarakat berpendapatan
golongan menengah ke atas, yang bersifat emas dan berlian yang
banyak diterima gadai.*?

Kemudian dalam PP RI No0.103 tahun 2000, tujuan perum
pegadaian dipertegas , Vyaitu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, terutama golongan menegah kebawah, melalui
penyediaan dana atas dasar hukum gadai. Juga menjadi penyedia
jasa di bidang keuangan lainnya. Berdasarkan ketentuan
perundang- undangan yang berlaku, serta menghindari

%2 Rais Sasli, Pegadaian Syariah : Konsep dan Sistem
Operasionalnya, (Jakarta: Ul Press, 2008), h. 36.
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masyarakat dari gadai gelap, praktik riba, dan piinjaman yang
tidak wajar lainnya.

Sedangkan fungsi pokok pegadaian menurut Usman
adalah, yang pertama itu mengelola penyaluran uang pinjaman
atas dasar hukum gadaii dengan cara mudah, cepat, aman dan
hemat. Kedua menciptakan dan mengembanngkan usaha-usaha
lain yang menguntungkan bagi lembaga pegadaian maupun
masyarakat, ketiga mengelola keuangan, perlengkapan,
kepegawaian, dan diklat, keempat mengelola organisasi, tata
kerja, tata laksana pegadaian dan melakukan penelitian serta
pengembangan dan mengawasi pengelolaan pegadaian.

Prinsip syariah pada akad Rahn di Lembaga Pegadaian
Syariah secara substantif, pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip
yang bersumber pada kajian ekonomi Islam. Prinsip
pengembangan ekonomi tidak saja mengacu pada proses di mana
Masyarakat dari suatu negara memanfaatkan sumber daya yang
tersedia untuk menghasilkan kenaikan produksi barang dan jasa
secara terus menerus. Akan tetapi, Islam memiliki prinsip-prinsip
pengembangan yang dibingkai dengan kerangka hubungan
dengan Allah dan menyeimbangkan antar kehidupan di dunia dan
di akhirat. Di antara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai
berikut:

a) Prinsip Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dalam ajaran

Islam, menyatakan bahwa Allah adalah pencipta alam

semesta dan segala isinya dan sekaligus pemiliknya

termasuk manusia dan seluruh sumber daya yang ada.

Karena itu Allah adalah pemilik hakiki, sedangkan

manusia hanya diberi Amanah untuk “memiliki”

sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka.
b) Prinsip Ta’awun (Tolong-menolong)

Abu Yusuf (w. 182 H) dalam al-kharaj menyebutkan

bahwa prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi
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gadai adalah ta’awun (tolong-menolong), yaitu prinsip
saling membantu antar sesama dalam meningkatkan taraf
hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
Hal ini sesuai dengan Al-Quran “Dan tolong-menolonglah
kamu dalam berbuat Kebajikan dan takwa serta janganlah
tolong-menolong dalam berbuat keji dan permusuhan.”
(QS. Al-Ma’idah ayat 2). Realitas prinsip ta’awun pada
transaksi gadai mengindikasikan ikatan kuat antara tradisi
manusia dengan agama yang muncul akibat konsekuensi
logis terhadap berkembangnya aktivitas manusia yang
bergerak secara cepat.
c) Prinsip Bisnis (Tijarah)

Afzalur Rahman menyatakan bahwa bisnis (perdagangan)
adalah suatu kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Nabi
sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam
kehidupan manusia. Namun demikian, dalam mencari
laba harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal
ini bertujuan agar kesejahteraan tercapai.

Ketiga prinsip di atas menjadi pedoman dalam usaha
pegadaian sepanjang masa. Karena ‘itu, prinsip-prinsip usaha
pegadaian ialah: harus didasari sikap saling Ridha di antara kedua
belah pihak, sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau
dizalimi; Menegakkan prinsip keadilan dalam proporsi
keuntungan; Kegiatan bisnis tidak melakukan investasi pada
usaha yang diharamkan seperti usaha-usaha yang merusak mental
dan moral; Bisnis harus terhindar dari praktik gharar
(ketidakpastian), tadlis (penipuan) dan maysir (judi). Dalam
kegiatan bisnis, baik utang-piutang maupun bukan, hendaklah
dilakukan pencatatan (akuntansi).
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2.1.2. Asal Mula Pegadaian

Usaha pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman
penjajahan belanda (VOC) di mana pada saat itu tugas pegadaian
adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan
jaminan gadai. Dalam sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali
dilakukan di Italia, kemudian perkembangan selanjutnya meluas
ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Perancis dan
Belanda. Oleh orang-orang Belanda lewat pihak VOC usaha
pegadaian dibawa masuk ke Hindia Belanda. Pada mulanya usaha
ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan
selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah
Hindia Belanda. Kemudian dijadikan perusahaan undang-undang
pemerintah Hindia Belanda pada negara, menurut waktu itu
dengan status Dinas Pegadaian.™®

Di zaman kemerdekaan pemerintah Republik Indonesia
mengambil alih usaha Dinas Pegadaian dan mengubah status
menjadi  Perusahaan Negara (PN) pegadaian berdasarkan
Undang-undang No. 19 Prp. 1960. Perkembangan selanjutnya
pada tanggal 11 Maret 1969 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
No. 7 Tahun 1969 PN Pegadaian berubah menjadi Perushaaan
Jawatan (Perjan). Kemudian pada tanggal 10 April 1990
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Perjan
Pegadaian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum)
Pegadaian. Sampai saat usaha berdasarkan atas hukum gadai
hanyalah Perum Pegadaian.

2.1.3. Keuntungan Usaha Gadai
Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi
agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke

% Widjaja Gunawan, dkk, Jual Beli, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
2004), Cet-2, h. 7.
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tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir
yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan Pegadaian menyediakan
pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga.
Meminajm uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena
prosedurnya yang mudah dan cepat tapi karena biaya yang
dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas
uang. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari
Perum Pegadaian dalam pemberian menyelesaikan amsalah tanpa
masalah.

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat
diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke
bank atau lembaga keuangna lainnya. Akan tetapi kendala
utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu
yang relatif lebih lama. Kemudian di samping itu persyaratan
yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus
lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk
memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus
barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat
dijadikan jaminan di bank.*

Namun di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan,
masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan
membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjamanpun
dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup
sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja
sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir
mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.*

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian
tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan
hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang

% AH Arzharuddin Latief, Figh Muamalat, (Jakarta: UIN Jakarta
Press, 2005), h. 154.

% Harun Nasrun, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama,
2007), h. 275
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harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya.
Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila
tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi paling berat
adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi
kekurangan pinjaman yang telah diberikan.*

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian
bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga,
pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan
cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang
digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari
jumlah pinjaman.*

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan
dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya
adalah:

a. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang yaitu
pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnya yang
tidak berbelit-belit.

b. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan
konsumen untuk memenuhinya.

c. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut
digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak
nasabahnya.

2.1.4. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai
Penerima gadai adalah pihak yang menerima gadai
sebagai jaminan pembayaran utang. Hak-hak penerima gadai:®

% Suhendi Hendi, Figh Muamalah Konsektual, (Jakarta: Grafindo
Persada, 2007), h. 141.

*7 Surepno, Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada
Lembaga Keuangan Syariah, ( Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus,
2018), h. 183.

% Audiana Nabilla, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap
Praktik Pegadaian Swasta Ditinjau Dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
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Berhak untuk menjual barang yang digadaikan, yaitu
apabila pemberi gadai tidak dapat memenuhi
kewajibannya untuk membeyar utang dan sudah jatuh
tempo pada waktu yang ditentukan. Hasil penjualan
barang jaminan sebagian untuk melunasi utang pemberi
gadai sisanya dikembalikan kepadanya.

Berhak mendapatkan penggantian biaya telah dikeluarkan
untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

Selama utangnya belum dilunasi, maka pemegang gadai
berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan
oleh pemberi gadai.

Kewajiban-kewajiban penerima gadai di antaranya
39

Berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai jika
barang gadai dijual.

Berkewajiban untuk memelihara benda gadai.
Berkewajiban untuk memberikan perhitungan antara hasil
penjualan barang gadai dengan besarnya piutang kepada
pemberi gadai.

Berkewajiban mengembalikan barang gadai. Hal tersebut
dapat dilihat dalam Pasal 1159 ayat 1 KUH Perdata yaitu,
apabila: kreditor telah menyalahgunakan barang gadai;
debitor telah melunasi sepenuhnya, baik utang pokok,
bunga, biaya utangnya serta biaya untuk menyelamatkan
barang gadai.

Berkewajiban memperhitungkan hasil penagihan bunga
piutang gadai dengan besarnya bunga piutang kepada
debitor.

Nomor 31/PJOK.05/2016 Dan Masalah Mursalah, Skripsi, (Malang: UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h. 25-26.

h. 9-10.

% Adrian Sutedi, Hukum Gadai Syariah, (Bandung: Alfabeta, 2011),
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Berkewajiban mengembalikan sisa hasil penagihan
oiutang gadai kepada pemberi gadai.

Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai
Pemberi gadai adalah pihak yang menyerahkan barang

gadai sebagai jaminan utang. Hak-hak pemberi gadai:

1)

2)

3)

4)

1)

2)

3)

4)

Hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah
pemberi gadai melunasi utangnya.

Hak untuk menuntuk ganti kerugian dari kerusakan dan
hilangnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh
kelalaian penerima gadai.

Hak untuk menerima sisa hasil pendapatan penjualan
benda gadai setelah dikurangi dengan piutang pokok,
bunga dan biaya dari penerima gadai

Hak untuk penerima penggantian benda gadai apabila
benda gadai telah hilang dari kekuasaan penerima gadai.*’

Adapun kewajiban-kewajiban pemberi gadai:*
Berkewajiban menyerahkan barang yang
dipertanggungkan sampai pada waktu hutang dilunasi,
baik mengenai jJumlah pokok maupun bunga

Bertanggung jawab atas pelunasan hutangnya, terutama
dalam hal penjualan baarang yang digadaikan.
Berkewajiban memberikan ganti kerugian atas biaya yang
dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan
barang yang digadaikan.

Apabila telah diperjanjikan sebelumnya, maka harus
menerima jika penerima gadai menggadaikan lagi barang
yang digadaikan tersebut.

“® Ibid, h.10
“ Farida Tahir, Analisis Yuridis Perjanjian Gadai, Skripsi,

(Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), h. 30.
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Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Tentang Gadai
Fatwa Dewan Syarian Nasional Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan
gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:*

a.

b.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulana Indonesia
No0.25/DSN-MUI/111/2002, tentang Rahn;

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No0.26/DSN-MUI/I11/2002, tentang rahan emas;

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No. 68/DSN-MUI.VI111/2008, tentang Rahn Tasjily;

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
No. 92/DSN-MUI/IV/2014, tentang pembiayaan yang
disertai Rahn.

Prosedur barang gadai menurut Fatwa DSN No.25 tahun

2002. Berikut adalah Fatwa DSN No0.25 tahun 2002 yang
memutuskan prosedur pelelangan barang gadai :

a.

Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk
menahan marhun (barang) sampai semua utang rahin
(yang menyerahkan barang) dilunasi.

Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin pada
prisipnya Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh
Murtahin kecuali seizin rahin, dengan tidak mengurangi
nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti
biaya pemeliharaan dan perawatannya.

Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya
menjadi kewajiban rahin namun dapat dilakukan juga
oleh Murtahin sedangkan biaya dan pemeliharaan
penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.

Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun
tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

2 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,

2008), h. 8.
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e. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus
memperingatkan Rahin untuk segera melunasi utangnya.
f.  Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka
Marhun dijual paksa dieksekusi melalui lelang sesuai
syariah.
g. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang,
biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum
dibayar serta biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang
belum dibayar serta biaya penjualan.
h. Kelebihan hasil penualan menjadi milik rahin dan
kekurangannya menjadi kewajiban rahin.*®
2.1.7. Ketentuan Gadai Dalam Otoritas Jasa Keuangan

(OJIK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan peraturan
OJK Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian (PJOK
Usaha Pegadaian), aturan ini diundangkan pada tangga; 29 Juli
2016, dalam rangka penyelenggaraan usaha pergadaian yang
memberikan kemudahan akses terhadap pinjaman, khususnya
bagi masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil dan
menengah, selain itu untuk pengawasan usaha pegadaian maka
diperlukan landasan hukum untuk menciptakan kepastian hukum.
Otoritas jasa Keuangan atau disingkat OJK adalah Lembaga yang
independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang
mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasa,
pemeruksaan, dan penyidikan.** Selain menerbitkan PJOK Usaha
Pegadaian, OJK juga menerbitkan surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017 tentang penyelenggaraan
Usaha Perusahaan Pegadaian yang menyelenggarakan kegiatan

*3 Andri Soemitra, Bank dan lembaga keuangan syariah (Jakarta:
Kencana, 2014), h. 390.

* pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
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Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dengan tujuan untuk
memberikan pengaturan dan penjelasan lebih lanjut terhadap
bagian-bagian yang termuat dalam PJOK Usaha Pegadaian.*®

1)

2)

3)

Pendaftaran dan perizinan Usaha. Dalam peraturan OJK
usaha pegadaian terdapat beberapa ketentuan mengenai
usaha gadai, bahwa adanya persyaratan pengajuan
permohonan pendaftaran oleh pelaku usaha gadai atas
usaha gadainya kepada Otoritas Jasa Keuangan baik bagi
mereka yang melakukan usaha gadainya sebelum adanya
aturan ini maupun yang akan mendirikan Perusahaan
gadainya dan jangka waktu pengajuan permohonan
pendaftaran paling lama 2 tahun sejak aturan ini
diundangkan, hal ini diatur dalam pasal 5 PJOK tersebut.
Selain itu, bagi perushaan gadai yang telah terdaftar, maka
wajib untuk mengajukan permohonan izin usaha sebagai
Perusahaan pegadaian dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) tahun sejak PJOK diundangkan (Pasal 9).
Penaksiran Barang Jaminan. Dalam pasal 19, menyatakan
bahwa Perusahaan pegadaian wajib memiliki paling
sedikit 1 (satu) orang penaksir untuk melakukan
penaksiran atas barang jaminan. Dalam pasal 20,
Perusahaan pegadaian wajib memberikan nilai taksiran
atas setiap barang jaminan kepada nasabah.* Oleh karena
itu, Perusahaan pergadaian  wajib  memberikan
menyediakan alat penaksir, dan menetapkan daftar harga
pasar barang jaminan yang wajar.*’

Nilai Minimum Perbandingan Uang Pinjaman dan Nilai
Taksiran Barang Jaminan. Dalam Pasal 21, menyatakan

tentang

* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/SEOJK.05/2017
Penyelenggaraan ~ Usaha  Perusahaan  Pergadaian  Yang

Menyelenggarakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

%6 Pasal 20 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian
*" Pasal 20 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha

Pergadaian.
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bahwa Perusahaan pergadaian wajib memenuhi nilai
minimum perbandingan antara uang pinjaman dan nilai
taksiran barang jaminan dalam memberikan uang
pinjaman kepada nasabah, kecuali apabila nasabah
menyatakan secara tertulis menghendaki uang pinjaman
yang lebih rendah.* Perbandingan nilai minimum antara
uang pinjaman dan nilai taksiran barang jaminan di atur
dalam SEOJK, untuk barang jaminan berupa perhiasan,
uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah paling
rendah 75% dari nilai taksiran barang jaminan yang
bersangkutan; untuk kendaraan bermotor, uang pinjaman
yang diberikan kepada nasabah paling rendah 70% dari
nilai taksiran barang jaminan yang bersangkutan; untuk
peralatan elektronik, uang pinjaman yang diberikan
kepada nasabah paling rendah 60% dari nilai taksiran
barang jaminan yang bersangkutan; untuk barang selain
yang disebutkan di atas, uang pinjaman yang diberikan
kepada nasabah paling rendah 50% dati nilai taksiran
barang jaminan yang bersangkutan.

4) Tempat Penyimpanan Barang Jaminan. Dalma Pasal 22,
menyatakan bahwa Perusahaan pergadaian wajib
memiliki ~ tempat penyimpanan barang jaminan
berdasarkan hukum gadai dan barang titipan yang
memenuhi persyaratan keamanan dan keselamatan. *°
Mengenai tempat penyimpanan barang jaminan telah
diatur dalam SEOJK, persyaratan tempat untuk barang
perhiasan harus disimpan di ruangan tempat penyimpanan
(kluis) dan/atau lemari besi; untuk kendaraan dapat
disimpan di Gedung dan/atau di luar Gedung dengan
dilengkapi atap pelindung dan/atau penutup kendaraan,

“8 pasal 21 ayatl Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pergadaian.
* Pasal 22 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha
Pergadaian.
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dengan mempertimbangkan kerahasiaan identitas barang
jaminan; untuk barang rumah tangga harus disimpan di
Gudang. Dan tempat penyimpanan harus dibuat dengan
memenuhi keamanan dan keselamatan barang.

Pelelangan Barang Jaminan. Dalam Pasal 24 PJOK Usaha
Pergadaian, dalam hal uang pinjaman dengan jaminan
berdasarkan hukum gadai belum dilunasi sampai dengan
tanggal jatuh tempo, Perusahaan pergadaian dapat
melelang barang jaminan. * Sebelum pelaksanaan
peleangan, maka harus ada kesepakatan antara Perusahaan
pegadaian dengan nasabah, yaitu barang jaminan dapat
dijual dengan cara: nasabah menjual sendiri barang
jaminannya atau nasabah memberikan kuasa kepada
Perusahaan pergadaian untuk menjuualkan barang
jaminannya.>* Maka penjualan dilaksanakan paling lama
20 (dua puluh) hari setelah tanggal jatuh tempo. Dan
barang jaminan yang dijual oleh nasabah sebelum tanggal
lelang, dilarang dibeli secara langsung maupun tidak
langsung oleh Perusahaan pergadaian atau pegawainya.

Ketentuan Barang Jaminan Pada Pegadaian
Bagi nasabah yang ingin memperoleh fasilitas pinjaman

dan perum pegadaian, maka hal yang paling penting diketahui
adalah maslaah barang yang dapat dijadikan jaminan. Perum
pegadaian dalam hal jaminan telah menetapkan ada beberapa
jenis barang berharga yang dapt diterima untuk digadaikan.
Barang-barang tersebut nantinya akan ditaksir nilainya, sehingga
dapatlah diketahui berapa nilai taksiran dari barang yang
digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 persen

0 pasal 24 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha

Pergadaian.

*! pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Usaha Pegadaian.
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dari nilai taksiran. Semaikn besar nilai taksiran barang, maka
semakin besar pula pinjaman yang ada diperoleh.>?

Jenis-jenis barang berharga yang dapat duterima dan

dapat dijadikan jaminan oleh Perum Pegadaian sebagai berikut:

a.

2.1.9.

Barang-barang atau benda-benda perhiasan antara lain: (1)
Emas (2) Perak (3) Intan (4) Berlian (5) Mutiaran (6)
Platina.

Barang-barang berupa kendaraan seperti: (1) Televisi (2)
Komputer (3) Kulkas (4) Mesin TIK, dan sebagainya
Mesin-mesin seperti: (1) Mesin Jahit (2) Mesin Kapal
Motor.

Barang-barang keperluan rumah tangga seperti: (1)
Barang tekstil, berupa pakaian, permadani atau kain batik.
(2) Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa
semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam
kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau
bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila
nasabah Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya tidak
dapat mengembalikan pinjamannya, maka barang jaminan
akan dilelang sebagai penggantinya.>

Landasan Hukum Rahn

2.1.9.1. Al-Quran

u\\geusufs‘)s“el\gbml.ulsu.hﬁm\gm
uuw\gam;ﬂds\w,‘m\dmjm

52 | eon Schiffiman Dan Leslie Lazar Kanuk, Perilaku Konsumen,

(Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2008), h. 11.

5% Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika,

2008), h. 6.

* Pperum Pegadaian, Buku Saku Pengenalan Produk Perum

Pegadaian, Divisi Litbang Pemasaran Kantor pusat Perum Pegadaian Oktober
2009, h.8.
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VR POt .\.@.«A 'u..jtg&s..adw'\ AT
wbmwm..?.ds YAY

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu‘amalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah
ada barang tanggungan yang dipegang (oleh
yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan
amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia
bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan
janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan
persaksian. Dan barangsiapa yang
menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia
adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah
Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(QS. Al-Bagarah ayat 283)

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan ‘“barang
tanggungan yang dapat dijadikan sebagai pegangan (oleh yang
mengutangkan)”. Dalam dunia finansial, barang tanggungan bisa
dikenal sebagai jaminan (collateral) atau objek pegadaian.

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa
ayat Alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip
kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang-
piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan
cara menjaminkan suatu barang kepada orang yang berpiutang
(murtahin). > Maka transaksi tersebut harus dicatat dihadapan
saksi. Bahkan ia mengganggap bahwa dengan adanya barang

% Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafik,2008),
h.5.
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jaminan, rahin telah melampaui prinsip kehatia-hatian suatu
transaksi utang yang hanya ditulis dan dipersaksikan.®

Fungsi barang gadai pada ayat diatas adalah untuk
menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehinggga penerima
gadai meyakini bahwa pemberi gadai beritikad baik untuk
mengembalikan pinjamannya dengan cara menggadaikan barang
atau benda yang dimilikinya, serta tidak melalaikan jangka waktu
pengembalian utangnya itu. Sekalipun ayat tersebut, secara literal
mengindikasikan bahwa Rahn dilakukan oleh seseorang ketika
dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila
dilakukan oleh orang yang menetap dana tau bermukim. Jadi
keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu
persyaratan keabsahan transaksi Rahn. Apalagi, terdapat sebuah
hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw. Menggadaikan
baju besinya kepada seorang yahudi untuk mendapatkan makanan
bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalan.

Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan Rahn, prinsip
kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis
ditambah dengan persaksian seseeorang. Sekalipun demikian,
penerima gadai (murtahin) juga tidak dibolehkan menerima
barang jaminan (marhun) dari pemberri gadai (rahin) tidak akan
menghidar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa
Rahn adalah menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh
berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika
keduanya melakukan transaksi utang-piutang.”’

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari
Aisyah binti Abu Bakar, yang menjelaskan bahwa Rasulullah
pernah  membeli makanan dari seorang Yahudi dengan

% Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,
(Jakarta: Prenada Media Group 2016), h. 6.

*" Rachmad Shaleh Nasution, Sistem Operasional pegadaian Syariah,
Jurnal FEBI, 2016, h.98



55

menjadikan baju besinya sebagai jaminan. (HR. Turmidzi).*®

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam Al-quran dan
alhadist itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh para
fugaha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama
gadai  diperbolehkan dan para ulama tidak pernah
mempertengtangkan kebolehannya demikian juga dengan
landasan hukumunya, namun demikian perlu dilakukan
pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya
pegadaian menurut landasan hukumunya. Asysyafi’l mengatakan
bahwaa Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang
berkriterria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda
dengan (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan
mazhab maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah
akad) orang yang menggadaikan (Rahn) dipaksakan untuk
menyerahkan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang
memegang gadaian (imurtahin). Jika borg sudah berada di tangan
pemegang murtahin orang yang menggadaikan rahin mempunyai
hak memaafkan, berbeda pendapat dengan penndapat Imam Asy
Syafi’l yang mengatakan, hak memaatkan berlaku selama tidak
merugikan atau membahayakan pemegang gadaian.*®

2.1.9.2. Hadits

Ko G31X JB (iae ) LIS aagh L& AS 3 W38
L)QJMY‘M&M‘}‘JMM‘&M‘J&JMe-\ht)-!‘
UAQQJM‘?LAJUQ&MULAUA&“U‘LGA;AN@AJMLG

@JJMJJJA‘UJ\LALIL Lgd}@.i

Artinya:

% Muhammad Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta Salemba Diniyah,
2003), h. 40.

*Sardono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Ekonesia,
2008), h. 175.



56

“Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah
menceritakan kepada kami 'Abdul Wahid telah menceritakan
kepada kami Al A'masy berkata; kami menceritakan di hadapan
Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam
jual beli. Maka Ibrahim berkata; telah menceritakan kepada
kami Al  Aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi
shallallahu ‘'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari
orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang
ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi
Beliau."®°

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa bermuamalah
dibenarkan juga dengan non muslim dan harus ada jaminan
sebagai pegangan, sehingga tidak ada kekhawatiran bagi yang
memberi piutang.

2.1.9.3.1jtihad Ulama
Para ulama semuanya sependapat, bahwa perjanjian gadai

hukumnya mubah (boleh). Namun ada yang berpegang kepada
zahir ayat, yaitu gadai hanya diperbolehkan dalam keadaan
bepergian saja, seperti paham yang dianut oleh Mazhab Zahiri,
Mujahid dan al-Dhahak. Sedangkan jumhur (kebanyakan ulama)
membolehkan gadai, baik dalam keadaan bepergian maupun
tidak, seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW di
Madinah, seperti telah disebutkan dalam hadits di atas.®* Jadi
secara umum Rahn boleh dilakukan, karena kegiatan tersebut
pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

2.1.10. Rukun Rahn
Dalam menjalankan pegadaian syariah, pegadaian harus

80 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Maktabah Ashriyah, 1997),
Jilid I, h. 753.

8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figh
Muamalat), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Edisi 1 cet ke-2 h. 255.
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memenuhi rukun gadai syariah. Rukun Rahn tersebut antara

lain:®2

2.1.11.

Aqgid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian
(shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahin
(yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa,
berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan
digadaikan. Kedua, murtahin (yang menerima gadai),
yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh
rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang
(gadai).

Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang
digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam
mendapatkan uang.

Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang
diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya
tafsiran marhun.

Sighat (ljab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara rahin
dan murtahin dalam melakukan transaksi gadai.

Syarat Rahn

Dalam menjalankan transaksi Rahn harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut:"

Syarat Agid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli
tabarru’ yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil,
gila, bodoh, dan orang yang terpaksa. Serta tidak boleh
seorang wali.

Marhun bih (utang) syaratnya adalah jumlah atas marhun
bih tersebut harus berdasarkan kesepakatan aqid.

Marhun (Barang) syaratnya adalah harus mendatangkan
manfaat bagi murtahin dan bukan barang pinjaman.

62 Al-Alamah Abi Bakri Al-Mashur Bissayyiri Al-Bakri, Kitab

Ia’Natut Tholibin, (Beirut:Daarul Fikr , 2004), Juz 3 h. 66.
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e Shigat (ljab dan Qabul) syaratnya adalah shigat tidak
boleh diselingi dengan ucapan yang lain selain ijab dan
gabul dan diam terlalu lama pada waktu transaksi. Serta
tidak boleh terikat oleh waktu.

2.1.12. Persamaan dan Perbedaan antara Gadai Syariah dan
Gadai Konvensional

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional
adalah jangka waktu jatuh tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika
setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya,
maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah
diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang
dibuat dahulu panitia lelang. Pada saat hari pelelangan, nasabah
masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika
ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka
barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelelangan tersebut
digunakan untuk membayar hutang rahin. Jika hasil lelang
tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah,
tetapi apabila uang kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu
satu tahun, maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan ke
dalam dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sadagah) pegadaian syariah,
sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang
tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari
hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang,
maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.®

Pegadaian syariah adalah salah satu unit bisnis dari PT
Pegadaian (Persero). Perbedaan Pegadaian syariah dan
konvensional terletak pada penerapan bunga pinjaman.

Di mana produk Pegadaian syariah menggunakan akad
yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Riba atau prinsip bunga

% Muhammad Firdaus, Mengatasi Masalah dengan Pegadaian
Syariah, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 49
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berbunga selama ini memang diharamkan dalam Islam. Dilihat
dari banyak produk pinjaman Pegadaian syariah sebagaimana
dilihat pada laman resmi Pegadaian, akad yang cukup banyak
digunakan adalah akad mu'nah.

Mu’nah dalam akad Pegadaian syariah adalah biaya
pemeliharaan gadai (Rahn) yang dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari taksiran barang jaminan gadai (marhun). Prinsip
syariah mu'nah ini juga legal dan banyak diterapkan pada
lembaga-lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah di
Indonesia serta diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
Nomor: 25/DSN-MUI/111/2002 Tentang Rahn.

Pada dasarnya, perbedaan Pegadaian syariah dan
konvensional adalah pada akadnya. Kebanyakan, dasar hukum
pegadaian syariah adalah menggunakan akad Mu'nah Rahn.
Dalam Bahasa Arab, Rahn memiliki arti ketetapan atau
kekekalan. Rahn juga bisa diartikan sebagai barang agunan alias
jaminan (barang yang digadaikan). Istilah lain dari Rahn adalah
al-hasbu.

Sementara dalam prinsip syariah yang digunakan dalam
akad gadai, ar-Rahn adalah. menahan salah satu harta milik si
peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Pihak yang menerima atau menahan jaminan, bisa memungut
sesuatu (biaya) kepada peminjam yang dalam akad digunakan
sebagai biaya penitipan atau biaya pemeliharaan sesuai
kesepakatan bersama.

Dilihat dari pandanga syariah pegadaian merupakan suatu
tanggungan atas utang yang dilakukan apabila pengutang gagal
menunaikan kewajibannya dan semua barang yang pantas sebagai
barang dagangan dapat dijadikan jaminan. Barang jaminan itu
baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui
kedua belah pihak, utang tidak dapat dilunasi oleh pihak yang
berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait
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dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak
mampu melunasi utangnya. Ar-Rahn dalam Pegadaian syariah
adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai
jaminan atas pinjaman yang diterimanya, barang yang ditahan
tersebut harus memiliki nilai ekonomis.

Pegadaian syariah merupakan akad perjanjian antara
pihak pemberi pinjaman dengan pihak yang meminjam uang. Hal
ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan bagi pemilik
uang atau jaminan keamanan uang yang dipinjam. Oleh karena
itu, Pegadaian Syariah pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan
utang piutang yang murni. Ar-Rahn merupakan sarana saling
tolong menolong (ta'awun) bagi umat Islam. Namun pemegang
barang gadai bisa meminta imbalan untuk mengganti biaya yang
timbul akibat penitipan barang tersebut.

Dari akad itulah, ada perbedaan Pegadaian syariah dan
konvensional mencolok. Di mana Pegadaian syariah adalah
menggunakan akad Rahn sebagai pengganti margin, sementara
pegadaian konvensional menetapkan bunga.

Kemudian perbedaan mendasar antara gadai syariah dan
gadai konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai
konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat
akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah
tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan,
pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Singkatnya, biaya
gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan.®

Untuk lebih jelasnya perbedaan teknis antara gadai

syariah dan gadai konvensional akan disajikan pada tabel di
bawah ini.%

® Ibid., h. 51
% Ibid., h. 52
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No

Gadai Syariah

Gadai Konvensional

Biaya administrasi
berdasarkan golongan
barang

Biaya administrasi berupa
prosentase yang didasarkan pada
golongan barang

2 | 1 haridihitung 10 hari 1 hari dihitung 15 hari

3 | Uang pinjaman (marhun | Uang pinjaman (UP) untuk Gol A
bih) 92 %, dan Gol BCD 88-86 %
90% dari nilai taksiran

4 | Jasa simpanan dihitung Sewa modal dihitung dengan :
dengan : Prosentase x Uang pinjaman
Konstanta x taksiran

5 | Kelebihan uang hasil dari | Kelebihan uang hasil lelang

penjualan barang yang
tidak diambil oleh
nasabah, diserahkan
kepada Lembaga ZIS

barang yang tidak diambil oleh
nasabah menjadi milik Pegadaian

Rp 20.000,- sampai dengan Rp 150.000,-
Rp 155.000,- sampai dengan Rp 500.000, -
Rp 505.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-
Rp 1.050.000,- sampai dengan Rp 10.000.000 =

Biaya pegadaian syariah meliputi:
1. Biaya administrasi yang ditetapkan sebagai berikut:

15.000,-

Rp 10.050.000,- dan seterusnya

= Rp 1.000,-
= Rp 3.000,-
= Rp 5.000,-
Rp

2. Biaya jasa simpanan yang dihitung sebagai berikut:
Biaya jasa simpanan dihitung per 10 hari, dirumuskan dengan:

Nilai barang

X Tarif

Rp 10.000,-
Tarif yang dikenakan adalah:

Emas

= Rp 90,-




Motor

= Rp 95,-

Barang Elektronik = Rp 100,-

Jika dibandingkan pembebanan variabel

62

biaya-biaya

tersebut, maka Kkita dapat perbedaan yang cukup signifikan,
misalnya barang jaminan berupa emas 22 karat seberat 60 gram
dengan taksiran Rp. 5.600.000,00,- perhitungannya adalah sebagai

berikut:

Pegadaian
Syariah

Pegadaian
Konvensional

Besar Pinjaman

90 % x Rp.5,6Juta

89 % x Rp.5,6

Rp.5.040.000 juta =
Rp.4.98 juta
Biaya Administrasi| Rp. 15.000 1% x Rp. 4,98
juta=
Rp. 49.800,-
Biaya Per 10 hari: Per 15 hari:
Rp.5.6 juta x 90 = 1,25% x Rp 4,98
10.000,- juta=Rp
Rp 10.000 ,- 62.250,-
Biaya selama 4 bulan: Biaya selama 4
Rp 50.400,- x 12 = Rp bulan:
604.800,- 1,25% x 8 X Rp
4,98 juta=Rp
498.000
Total Biaya Rp 619.800,- Rp 547.800
Yang Harus

Dibayar
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Sumber: Abdul Ghafur Ansori, Gadai Syariah, him 120.

Dari perhitungan di atas, maka perhitungan di Pegadaian
Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25 tentang Rahn
yaitu besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak
boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

Untuk total biaya yang harus dibayar di Pegadaian
Syariah  memang  lebih besar dibandingkan Pegadaian
Konvensional, karena tidak semua yang halal itu lebih murah.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Rahn
lebih adil karena hanya sekali membayar biaya sebagai jasa
simpan barang yang digadaikan, sedangkan gadai konvensional
jika pokok pinjaman dan bunga (sewa modal) belum dilunasi,
maka bunga akan terus berjalan dan berkembang dan ini adalah
termasuk riba yang sudah jelas diharamkan.

2.1.13. Prosedur Pinjaman
Seperti diketahui bahwa menariknya peminjaman uang di
pegadaian disebabkan prosedurnya yang mudah, cepat dan biaya
yang dikenakan relative ringan. Di samping itu biasanya Perum
Pegadaian tidak begitu memntingkan untuk apa uang tersebut
digunakan yang penting setiap prosen peminjaman uang di
pegadaian haruslah dengan jaminan barang-barang dengan
prosedur peminjaman uang di Lembaga keuangan lainnya seperti
bank tertentu. Hal ini tentu sangat berlawanan.
Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang
di Perum Pegadaian dapat dijelaskan berikut ini:®®
a. Nasabah datang langsung kebagian informasi untuk
memperoleh penjelasan, tentang pegadaian, misalnya
tentang barang yang menjadi jaminan, jangka waktu

% | eon, h. 12
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pengembalian, jumlah pinjaman dan biaya sewa modal
(bunga pinjaman).

b. Bagi nasabah yang sudah jelas dan mengetahui
prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke
bagian penaksir untuk ditaksir nilai jaminan yang
diberikan. Pemberian barang jaminan disertai bukti diri
seperti KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang
tidak dapat datang.

c. Bagian Penaksir akan menaksir nilai jaminan yang
diberikan baik kualitas barang maupun nilai barang
tersebu, kemudian barulah ditetapkan nilai taksir barang
tersebut.

d. Setelah nilai taksir ditetapkan langkah selanjutnya adalah
menentukan jumlah pinjaman beserta sewa modal (bunga)
yang dikenakan dan kemudia diinformasikan ke calon
peminjam.

e. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan
untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman,
berikut surat bukti gadai.

Kemudian untuk proses pembayaran kembali pinjaman
baik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum dapat
dilakukan sebagai berikut:®’

a. Pembayaran Kembali peminjam berikut sewa modal dapat
langsung dilakukan di kasir dengan menunjukkan surat
bukti gadai dan melakukan pembayaran sejumlah uang
pihak pegadaian menyerahkan barang jaminan apanila
pembayarannya sudah lunas dan diserahkan langsung ke
nasabah untuk periksa kebenarannya dan jika sudah benar
dapat langsung dibawa pulang. Pada prinsipnya
pembayaran Kembali pinjaman dan sewa modal.

%7 Suhendi Hendi, Figh Muamalah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2007), h. 12.



65

b. Dapat dilakukan sebelum jangka waktu pinjaman jatuh
tempo. Jadi si nasabah jika sudah punya uang dapat
langsung menebus jaminannya.

c. Bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjamannya,
maka barang jaminannya akan dilelang secara resmi ke
Masyarakat luas.

d. hasil penjualan lelang diberitahukan kepada nasabah dan
seandainya uang hasil lelang setelah dikurangi pinjaman
dan biaya-biaya masih lebih akan dikembalikan ke
nasabah.

2.1.14. Prinsip Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah memiliki tiga prinsip yang

bersumberkan pada kajian ekonomi islam, islam memiliki
prinsip-prinsip  pengembangan yang dibingkai dengan
kerangka hubungan dengan Allah dan menyeimbangkan
antar-kehidupan di dunia dan di akhirat, diantara prinsip-
prinsiip tersebut adalah sebagai berikut:*®

a. Prinsip Tauhid (Tahwid)
Gadai dengan prinsip tahwid dapat mengukuhkan

konsep non materielistik dan dipahami sebagai triangle, di
mana ketaatan kepada Tuhan diletakkan pada posisi puncak,
sedangkan manusia dan alam diletakkan pada posisi sejajar
yang saling membutuhkan. Manusia diberikan amanat untuk
memanfaatkan alam (sebagai resources) dan di dorong untuk
menghasilkan output yang dapat bermanfaat bagi semua
pelaku ekonomi. Output itu sendiri tidak mutlak dimilikinya
karena pada harta yang dimilikinya ada hak orang lain yang
membutuhkannya.

b. Prinsip Tolong-Menolong (7a ‘awun)
Prinsip yang harus diletakkan dalam transaksi gadai

%8 Ade Sofyan Mulazid, Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah,

(Jakarta: Prenada Media Group 2016), h. 26
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adalah ta’awun (tolong- menolong), yaitu prinsip saling
membantu antar sesame dalam meningkatkan taraf hidup
melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.

c. Prinsip Bisnis (Tijarah)

Afzaul Rahman menyatakan bahwa bisnis
(perdagangan) adalah suatu kegiatann yang dianjurkan dalam
islam. Nabi sering kali menekankan pentingnya bisnis dalam
kehidupan manusia. Namun demian, dalam mencari laba
harus dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Hal ini
bertujuan agar kesejahteraan manusia, baik di duniawi
maupun kebahagiaan akhirat dapat tercapai. Umar Chapra
menyebutnya dengan istilah al-falah. Muhammad Syafi’l
Antonio berpendapat Dallam kacamata Islam tidak ada
dikotonomi antara usaha-usaha untuk pembangunan
ekonomi Maupun sesektor-seltor lainnya dengan persiapan
untuk kehidupan di akhirat nanti. Karena itu, kegiatan bisnis
gadai syariah tanpa mengikuti aturan-aturan syariah, maka
akan membawa kehancuran.

2.1.15. Kegiatan Usaha Pegadaian Lainnya

Mungkin selama ini Masyarakat kita hanya mengenal
usaha pegadaian secara sepintas saja Yaitu sebagai tempat
peminjaman uang dengan cara menggadaikan barangnya. Padahal
dalam peraktiknya disamping usaha peminjaman uang perum
pegadaian juga bank dan Lembaga keuangan lainnya bukan usaha
lain. Usaha lain yang dilakukan oleh perum pegadaian adalah:
melayani jasa taksiran, bagi Masyarakat yang ingin menaksir
berapa nila rill barang-barang berharga miliknya seperti, emas,
intan, berlian, mobil, televisi, dan barang-barang lainnya hal
berguna bagi Masyarakat yang ingin menjual barang tersebut
hanya sekedara mengetahui jumlah kekayaan. Melayani jasa
titipan barang, bagi Masyarakat yang ingin menipiskan barang-
barang berharga. Jasa penitipan ini diberikan:



67

a) Kepada pemiliknya dari kehilangan untuk memberikan
rasa aman ringan, kebakaran atau kecurian.

b) Memberikan kredit, terutama bagi karyawan yang
mempunyai penghasilan tetap. Pembayaran pinjaman
dilakukan dengan memotong gaji Si peminjam secara
bulanan dengan pihak ketiga ikut serta dalam usaha
tertentu bekerja misalnya dalam pembanguna perkantoran
dan Pembangunan lainnya dengan system build, operate
and tranfer sama yang jelas bahwa usaha pokok pegadaian
merupakan usaha peminjaman uang dengan system gadai,
sedangakan yang lain merupakan usaha penunjang
kegiatan pokok perum pegadaian.®®

2.2. Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga
Keuangan Syariah merupakan sebuah hasil perjuangan
masyarakat Aceh untuk menformalkan kegiatan ekonomi
keuangan dan perbankan berdasarkan ketentuan syara’. Qanun
Lembaga Keuangan Syariah ini telah lama dinantikan oleh
masyarakat Aceh untuk membebaskan praktik keuangan yang
memiliki unsur riba dan gharar sehingga dengan adanya
ketentuan ini menjadi pressure bagi masyarakat untuk
memperkuat keinginan menggunakan Lembaga keuangan syariah
sebagai satu satunya opsi bagi masyarakat dan bukan menjadi
lembaga alternatif.

Qanun Lembaga Keuangan Syariah secara keseluruhan
mengatur tentang seluruh lembaga keuangan di Aceh harus
menggunakan sistem syariah single system dalam operasional
lembaga keuangan baik bank maupun non bank, baik lembaga
keuangan formal maupun lembaga non formal termasuk

% Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta:Sinar Grafik,2008),
h.6.
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Lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan keuangan dan
pembiayaan kepada masyarakat Aceh baik dalam bentuk
transaksi komersil maupun non komersil. Hal ini dapat dilihat
dari beberapa pasal Qanun LKS berikut ini:

(1)

(2)

3)

Pasal 2 menerangkan bahwa pelaku atau pihak yang
melakukan bisnis keuangan baik bank maupun non
bank harus melaksanakan Qanun ini secara
konsisten dan penuh komitmen untuk melayani
masyarakat Aceh dalam bidang keuangan sesuai
dengan diktum-diktum Qanun lembaga keuangan
syariah ini.

Pasal 3 yang menjelaskan kewajiban lembaga
keuangan yang beroperasi di Aceh dilaksanakan
berdasarkan prinsip syariah dan Dberasaskan:
Keadilan, Amanah, Persaudaraan, Keuntungan,
Tranparansi, Kemandirian, Kerjasama, Kemudahan,
Keterbukaan, Keberlanjutan dan Universal.

Pasal 6 pada Qanun Lembaga Keuangan Syariah
dengan jelas menyatakan bahwa penyelenggara serta
regulator dalam pelaksanaanya adalah perbankan
syariah. Qanun ini tidak hanya diberlakukan kepada
masyarakat Aceh baik yang beragama muslim
maupun non muslim akan tetapi berlaku untuk
seluruh badan usaha atau hukum yang beroperasi di
Provinsi Aceh. Dalam bunyinya menyebutkan
bahwa setiap orang yang beragama Islam yang
bertempat tinggal di Aceh atau badan hukum yang
melakukan transaksi keuangan di Aceh. Setiap orang
yang beragama bukan Islam melakukan transaksi di
Aceh dapat menundukkan diri pada Qanun ini,
setiap orang yang beragama bukan Islam, badan
usaha dan atau badan hukum yang melakukan
transaksi keuangan dengan pemerintah Aceh dan
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pemerintah Kabupaten/Kota, LKS yang
menjalankan usaha di Aceh, dan LKS yang di luar
Aceh dan berkantor pusat di Aceh.

Selanjutnya secara spesifik pada bagian kelima dalam
Qanun LKD ditetapkan mengenai pegadaian syariah pada pasal
26 sebagai berikut:

(1) Pegadaian syariah (Rahn) merupakan produk jasa gadai
yang berlandaskan prinsip syariah.

(2) Produk jasa gadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada masyarakat dengan memperhatikan
kemampuan membayar

(3) Prinsip pegadaian dijalankan dalam rangka membantu
pembiayaan kepada orang yang membutuhkan dengan
memperhatikan kemaslahatan bagi nasabah.
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BAB I11
PROSEDUR PENELITIAN
3.1. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan atau cara yang dilakukan untuk
melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran dengan
cara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian
adalah pemikiran yang dikaji secara sistematis mengenai berbagai
jenis masalah dimana pemahamannya memerlukan pengumpulan
data penafsiran fakta-fakta. Jadi, metode penelitian merupakan
cara-cara ilmiah supaya dapat memperoleh suatu data dengan
tujuan dan kegunaan tertentu.”® Metode disini diartikan sebagai
suaatu cara atau teknik yang dilakuna dalam proses penelitian.
Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu
pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan
prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk
mewujudkan kebenaran.”

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis daat
yang di perlukan maka penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan suatu
kenyataan empiris dari objek yang dijadikan penelitian. Penelitian
ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan
deskriptif analisis untuk memaparkan data-data yang dapat
dilapangan  kemudaian  menganalisisnya —dan  mendapat
kesimpulan dari penelitaian ini.”

Penelitian kualitatif dilakukan karna peneliti ingin
mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasi
yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah Kkerja,
formula suatu resep, pengertian-pengeertian tentang suatu konsep

" Cholid Norobuko dan Ahmadi, Metode Penelitian, (Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2007), h.11.

™' Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2014), h.24.

2 Hamid Darmadi, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial,
(Bandung: Alfabeta,2013), h.211.

50
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yang beragam, gaya-gaya, dan tata cara suatu budaya, model fisik
atau suatu artefak dan lain sebagainya.”

Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah
sebagai sumber data. Peneliti pergi ke lokasi tersebut, memahami
dan mempelajari sesuatu. Studi dilakukan pada waktu interaksi
berlangsung di tempat kejadaian. Peneliti mengamati, mencatat,
bertanya, menggali sumber yang erat hubungannya dengan
kontek lingkungan dimana tingkah laku berlangsung. Data yang
diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil
dokumentasi, analisiss dokumen, catatan lapangan, disusun
peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk
angka-angka. Hasil analisis data berupa pemaparagn mengenai
situasi yang diteliti disajikan dalam bentuk uraian naratif.

Untuk itu, peneliti dituntut untuk memahami dan
menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat
memaknai makna yang terkandung didalamnya. Tekanan
penelitian ini bukan hasil, melainkan proses. Data dan informasi
yang diperlukan berkenaan dengan pertanyaan apa, mengapa, dan
bagaimana, untuk mengungkapkan proses bukan suatu hasil
kegiatan. Apa yang dilakukan, mengapa dilakukan dan
bagaimana cara melakukannya memerlukan pemaparan suatu
proses.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa
penelitaian kualitatif tidak dimulai dari teori yang dipersiapkan
sebelumnya, tetapi dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan
alami. Data dan informasi lapangan ditarik makna dan
konsepnya, melalui pemaparan deskriptif analitik, tanpa harus
menggunakan angka, sebab lebih mengutamakan proses
terjadinya suatu peristiwa dalam situasi yang dialami.

® Aan Komariah dan Djama’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif,
(Bandung: Alfabet,2011), h.23.
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3.2. Sumber Data

Sumber data adalah benda, hal atau orang tempat
penelitian mengamati, membaca atau bertanya untuk memperoleh
suatu informasi.”

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data
kualitatif adalah data yang dikumpulkan lebih menggambil
bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka.’ Data
tersebut mencangkup transkrip wawancara, catatan lapangan,
fotografi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-
rekaman resmi lainnya.

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam
penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, dimana
peneliti akan mengumpulkan infirman untuk merespon atau
menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik itu pertanyaan
tertulis maupun lisan.”

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder.

a) Sumber data primer, yaitu berupa data mengenai macam
pertanyaan melalui wawancara yang diajukan pihak
pegadaian beserta konsumen sebagai masyarakat yang
berkunjung di pegdaian. Kelebihan dari data primer
adalah mencerminkan kebenaran berdasarkan dengan apa
yang dilihat serta didengar langsung oleh peneliti
sehingga unsur-unsur kebohongan dari sumber yang
fenomental dapat dihindari. Sedangkan kekurangan dari
data primer adalah membutuhkan waktu yang relatif lama
serta biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar.

™ Koentjaranigrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Cet III,
(jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), h. 224.

" Emzir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data, cet.2,
(Jakarta:Raja GrafindoPersada, 2011), h. 3.

"® Arikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta,2018), h. 114.
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b) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau
dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian
dari berbagai sumber yang telah ada, dalam artian peneliti
merupakan tangan kedua dan sebagainya. Data sekunder
dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dari
buku-buku, literatur, brosur, dan artikel yang memiliki
relevasi terhadap objek penelitian ini. ”’ Untuk data
sekundernya yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi
yang karya-karya monumental dari seseorang, baik berupa
buku-buku ekonomi islam, Qanun Aceh, jurnal, disertasi,
tesis, skripsi, dan fatwa DSN-MUI yang berhubungan
dengan praktik lembaga pegadaian syariah.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang
paling strategi dalam penelitian, karna tujuan penelitian adalah
mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data,
maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang ditetapkan.”
Dalam memperoleh data dan informasi yang nyata, peneliti
menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Penelitian ini
bersifat studi lapangan dengan pendekatan kualitatif dan untuk
memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut:
3.3.1. Wawancara

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian
yang dilakukan penulis adalah wawancara. Wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu
pewawancara (interview) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan

" Irawan Suhartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandung, Remaja
Rosdakarya,2014), h.9.

"®Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, h.
224,
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dan yang di wawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban
atas pertamyaan itu.”

Wawancara akan dilakukan dengan cara bertemu secara
langsung atau face to face dengan informan sebagai responden
yang akan di wawancarai.

Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal yang
berarti semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh
informasi.®® Wawancara merupakan metode pendidikan dengan
menggunakan  pertanyaan-pertanyaan diberikan secara lisan.
Wawancara digunakan dengan menggunakan pertanyaan-
pertanyaan diberikan secara lisan. Wawancara digunakan untuk
menggali pendapat, perasaan, sikap, pandangan, proses
penginderaan, dan berbagai hal yang merupakan tingkah laku
covert yang tidak bisa ditangkap mellaui metode observasi.®

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara yang
fokus pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Peneliti akan
mengajukan beberapa pertanyaan yang dirasa penting sebagai
pengembangan dalam hasil penelitian.

Hal terpenting dalan prosedur wawancara adalah tahapan
penentuan subjek penelitian yaitu informan yang merupakan
orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan
olen peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang sedang
dilakukan.

Tabel 22 Pedoman Wawancara

Indikator Pertanyaan

Produk apa saja yang
ditawarkan pada lembaga
Pegadaian pegadaian syariah?

Akad apa saja yang digunakan

" Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2018), h. 127.

8 Nasution, Metode Research, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016)h. 113.

8 Nurussakinah Daulay, Pengantar Psikologi dan Pandangan
AlQuran Tentang Psikologi, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 123.
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untuk setiap produknya?

Praktik

Apakah Praktik yang
dijalankan di pegadaian sudah
sesuai dengan hukum figh?

Apakah praktik yang
dijalankan  di  pegadaian
syariah sudah sesuai dengan
fatwa DSN?

Apakah  praktik lembaga
pegadaian  syariah  sudah
sesuai dengan kemaslahatan
umat?

Qanun LKS

Bagaimana pandangan
bapak/ibu mengenai Qanun
Aceh No 11 tahun 2018?

Menurut  bapak/ibu apakah
sistem ~ operasional  yang
dijalankan oleh pegadaian
syariah- Aceh sudah sesuai
dengan aturan Qanun Aceh
No 11 tahun 2018?

Bagaimana manfaat yang
bapak/ibu rasakan setelah
adanya Qanun Aceh No 11
tahun 2018?

Sumber: data diolah, 2024

3.3.2. Studi Literatur dan Dokumentasi

Studi literaratur dan dokumentasi merupakan teknik
pengumpulan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
Data sekunder yang dimaksudkan adalah artikel jurnal, buku,
conference proceeding, peraturan-peraturan, laporan yang relevan
dan peneloitian ilmiah terkait. Dalam penelitian ini, studi literatur
dilakukan untuk membahas konsep dan teori yang berkaitan
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dengan topik penelitian. Dengan itu, peneliti mendapatkan
tambahan wawasan dan pemahaman dasar dalam penyusunan
kerangka pemikiran sebagai landasan konseptual.

Di samping itu, peneliti akan mempelajari berbagai
dokumen Al-Quran dan Hadits dan Qanun Aceh berserta
himpunan fatwa DSN yang diterbitkan oleh MUI yang terkait
dengan penelitian serta juga dokumen lembaga keuangan yang
terkait. Dalam hubungan dengan dokumen tersebut, peneliti akan
memfokuskan diri pada dokumentasi yang relevan khususnya
mengenai Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS
di Provinsi Aceh.

Dalam hubungan dengan itu, hasil studi literatur dan
dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data yang stabil,
kaya, dan merupakan bukti untuk suatu pengujian.

3.3.3. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan pengamatan khusus peneliti untuk
memperoleh data yang faktual di lapangan. Observasi merupakan
teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan
langsung peneliti terhadap obyek penelitian, untuk dapat
mengamati perilaku dan aktivitas -individu-individu di lokasi
kejadian. Observasi yaitu suatu teknik penelitian yang dilakukan
dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik secara
langsung atau tidak. % Observasi dalam penelitian ini
menggunakan pengamatan langsung. Peneliti mendokumentasi
dan mencatat fenomena dan aktivitas di lapangan secara langsung
sebagai bukti proses penelitian. Observasi difokuskan pada
pengamatan langsung terhadap kegiatan prosedur hingga praktik
yang dijalankan di pegadaian syariah yang sesuai dengan
Legalitas Qanun LKS di Provinsi Aceh. Tujuannya adalah untuk
mengetahui  kondisi riil tentang bagaimana praktik yang

82 Suharsiami Arikunto, Prosedur penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta,
2006), h. 71.
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dijalankan oleh pegadaian syariah yang sesuai dengan Qanun

LKS di

Provinsi Aceh. Adapun pedoman observasi yang peneiliti

gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3 3 Panduan Observasi

Hari/Tanggal observasi:

Jam

Tempat :

No Aspek yang diamati Keterangan
1. | Akad yang digunakan di pegadaian

2. | Persyaratan pada gadai

3. | Pandangan masyarakat terhadap
pegadaian

4. | Manfaat dari pegadaian

Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul melalui studi kepustakaan dan

telah memadai untuk menghasilkan data yang baik dan akurat,
maka penulis akan melakukan proses selanjutnya yaitu reduksi
data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

1)

Reduksi data, merupakan proses yang meliputi
menyeleksi atau merangkum data yang diperoleh dari
kajian terdahulu dan hasil menelaah buku yang
berhubungan dengan murabahah. Kemudian
memfokuskan dan menyederhanakan semua data dari
awal sampai akhir sehingga data tersusun secara
sistematis.
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(2) Penyajian data, setelah semua data direduksi, maka
selanjutnya dilakukan langkah penyajian data dengan cara
menyusun naratif sejumlah informasi yang akan
dikumpulkan berupa analisis praktik lembaga pegadaian
syariah pasca Qanun LKS di Provinsi Aceh.

(3) Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan
akhir dalam suatu penelitian. Pada kegiatan ini penulis
menjawab rumusan masalah penelitian yang telah
ditetapkan pada awal penelitian.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Objek Penelitian
4.1.1. Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Aceh

Sejarah pegadaian dimulai pada saat pemerintah
Penjajahan Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu
lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai,
lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20
Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan
Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816) Bank Van Leening
milik pemerintah dibubarkan, dan masyarakat diberi keleluasaan
untuk mendirikan usaha pegadaian asal mendapat lisensi dari
pemerintah daerah setempat (licentie stelsel). Namun metode
tersebut berdampak buruk, pemegang lisensi menjalankan
praktek rentenir atau lintah darat yang dirasakan kurang
menguntungkan pemerintah berkuasa (Inggris). Oleh karena itu
metode licentie stelsel diganti menjadi pacth stelsel yaitu
pendirian pegadaian diberikan kepada umum yang mampu
membayarkan pajak yang tinggi kepada pemerintah.

Pada saat Belanda berkuasa kembali, pola atau metode
pacth stelsel tetap dipertahankan dan menimbulkan dampak yang
sama di mana pemegang hak ternyata banyak melakukan
penyelewengan dalam menjalankan bisnisnya. Selanjutnya
pemerintah Hindia Belanda menerapkan apa yang disebut dengan
cultur stelsel di mana dalam kajian tentang pegadaian, saran yang
dikemukakan adalah sebaiknya kegiatan pegadaian ditangani
sendiri olen pemerintah agar dapat memberikan perlindungan
dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Berdasarkan hasil
penelitian tersebut pemerintah Hidia Belanda mengeluarkan
Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang mengatur
bahwa usaha Pegadaian merupakan monopoli pemerintah dan
tanggal 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun pegadaian.
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Pada masa penduduk Jepang, gedung Kantor Pusat
Jawatan Pegadaian yang terletak di Jalan Kramat Jaya 162
dijadikan tempat tawanan perang dan Kantor Pusat Jawatan
Pegadaian dipindahkan ke Jalan Kramat Jaya 132. Tidak banyak
perubahan yang terjadi pada masa pemerintahan Jepang, baik dari
sisi kebijakan maupun struktur Organisasi Jawatan Pegadaian.
Jawatan pegadaian dalam bahasa Jepang disebut Sitji Eigeikyuku.
Pimpinan Jawatan Pegadaian dipegang oleh orang Jepang yang
bernama Ohno-san dengan wakilnya orang pribumi yang
bernama M. Saubari. Pada awal masa pemerintahan Republik
Indonesia, Kantor Jawatan Pegadaian sempat pindah ke Karang
Anyar (Kebumen) karena situasi peperangan yang kian memanas.

Agresi Militer Belanda yang keduamemaksa Kantor
Jawatan Pegadaian dipindah lagi ke Magelang. Selanjutnya pasca
perang kemerdekaan Kantor Jawatan Pegadaian kembali lagi ke
Jakarta dan Pegadaian kembali dikelola oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Dalam masa ini pegadaian sudah beberapa
kali berubah status yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak
01 Januari 1961. Kemudian berdasarkan PP.N0.7/1969 menjadi
Perusahaan Jawatan (PERJAN). Sselanjutnya berdasarkan
PP.N0.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.N0.103/2000)
berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Hingga pada
tahhun 2011 berdasarka Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011
bentuk badan hukum pegadaian berubah menjadi perusahaan
Perseroan (Persero). Kini udaha pegadaian telah lebih dari seratus
tahun. Manfaat pegadaian semakin dirasakan oleh masyarakat
meskipun perusahaan membawa visi publik service obligation,
ternyata perusahaan masih mampu memberikan kontribusi yang
signifikan dalam bentuk pajak dan bagi keuntungan kepada
pemerintah di saat mayoritas lembaga keuangan lainnya berada
dalam situasi yang tidak menguntungkan.
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Pegadaian Syari’ah pertama kali berdiri di Jakarta dengan
nama Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS). Konsep operasi
Pegadaian Syari’ah mengacu pada sistem administrasi modern
yaitu asas rasional, efesiensi, dan efektifitas yang diselaraskan
dengan nilai-nilai islami. Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS)
merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah
pengelolaannya dari usaha-usaha gadai konvensional. Terbitnya
PP/10 tanggal 01 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak
awal kebangkitan Pegadaian. Satu hal yang perlu sekali dicermati
bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh
Pegadaian Syari’ah untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak
berubah hingga terbitnya PP103/2000 yang dijadikan sebagai
lansan operasional usaha Perum Pegadaian Syari’ah sampai
sekarang. Pegadaian Syari’ah pertama sekali berdiri di Jakarta
dengan nama Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) cabang Dewi
Sartika pada bulan Januari tahun 2003 menyusun kemudian
pendirian Unit Layanan Gadai Syari’ah (ULGS) di Surabaya,
Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta hingga
September 2003. Masih di tahun yang sama pula 4 kantor Cabang
Lambaro, Cabang Banda Aceh, Cabang Sigli, Cabang
Lhokseumawe, Cabang Pegadaian ‘Aceh dikonversi menjadi
Pegadaian Syariah. Hingga sekarang ini pegadaian syariah terus
berkembang dan menyebar di seluruuh Aceh baik Cabang atau
Unit pembantu pegadaian syariah.
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4.1.2. Produk-produk Pegadaian Syariah
4.1.2.1. Rahn (Gadai Syariah)

Usaha pokok dari kegiatan Pegadaian Syariah adalah
menyalurkan Marhun bih dalam jumlah skala kecil dengan
jaminan harta bergerak maupun tidak bergerak atas dasar
hukum gadai Islam. Hal ini sesuai dengan Fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/INI/2002 tentang Rahn,
tanggal 26 Juni-2002,% dan No. 26/DSN-MUI/I11/2002 tentang
Rahn Emas, tanggal 28 Maret 2002. ® Dimana Rahin
menyerahkan harta bergerak/tidak bergerak sebagai jaminan
sekaligus memberi kuasa kepada pegadaian syariah untuk
menjual/melelang (secara syariah) jika setelah jatuh tempo
rahin tidak mampu/bersedia melunasinya. Hasil lelang
digunakan untuk melunasi pinjaman pokok ditambah jasa
simpan dan biaya lelang. Kelebihannya diserahkan kepada
rahin, sedangkan kalau kurang menjadi resiko pegadaian.

Gadai Syariah merupakan produk dengan menggunakan
sistem penyaluran pinjaman secara gadai yang didasarkan pada
penerapan sistem syariah Islam. Nasabah tidak dikenai bunga
pinjaman ataupun sewa modal atas pinjaman yang diberikan.
Nasabah dikenakan biaya administrasi dan jasa simpan yang
dipungut dengan alasan agunan yang diserahkan nasabah wajib
disimpan, dirawat, dan diasuransikan.Pegadaian Syariah
Cabang Dewi Sartika sementara hanya menerima barang
jaminan berupa emas/perhiasan. Hutang dapat diangsur sesuai
kemampuan dan masa simpan dapat diperpanjang dengan
membayar jasa simpan dan bea administrasi.®®

8 Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Kitab Undang-Undang Hukum
Perbankan dan EkonomiSyariah, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 545.

% bid., h. 559.

8 perum Pegadaian, Manual Operasional Gadai Syariah, Jakarta.
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Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah) dari Pegadaian

Syariah adalah solusi tepat untuk kebutuhan dana cepat yang

sesuai

syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya.

Barang Jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan,
Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda
motot, mobil atau barang bergerak lainnya. Adapun beberapa
keunggulan dari produk ini yaitu:

(4) Pelayanan Rahn tersedia di lebih dari 600 outlet
Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.

(5) Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu sampai
dengan 1 Milyar keatas.

(6) Proses pinjaman tanpa harus membuka rekening.

(7) Proses pengajuannya sangat mudah.

(8) Pinjaman berjangka waktu 4 bulan dan dapt
diperpanjang berkali-kali.

(9) Penerimaan Marhun Bih dalam bentuk tunai atau
ditransfer ke rekening nasabah.

(10) Prosedur pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15
menit.

(11) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan
perhitungan Mu’nah selama masa pinjaman.

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi

nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini

yaitu:

(1) Membawa fotokopi KTP atau identitas resmi lainnya.

(2) Memiliki marhun (barang jaminan)

(3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan
STNK asli

(4) Nasbah menandatangani Surat Bukti Rahn (SBR)
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4.1.2.2.Arrum Haji

Produk yang satu ini bermanfaat untuk siapa saja yang
berencana pergi ke tanah suci tanpa kekurangan biaya. Arum haji
dapat memberikan pinjaman kepada nasabah sebesar Rp
25.000.000 caranya cukup muda, nasabah hanya menjaminkan
emas senilai Rp 7.000.000 atau logam mulia seberat 15 gram.
Keunggulan produk ini adalah nasabah bisa memperoleh
tabungan haji yang dapat digunakan langsung untuk memperoleh
nomor porsi haji. Pembiayaan Arrum Haji pada Pegadaian
Syariah adalah Pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji
secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.
Keunggulan dari produk ini yaitu:

(1) Memperoleh pembiayaan Porsi Haji dalam bentuk
tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk
memperoleh nomor porsi haji.

(2) Kepastian Nomor Porsi.

(3) Proses Mudah.

(4) Emas dan Dokumen haji aman tersimpan di
Pegadaian.

(5) Mu’nah 0,95% Taksiran.

(6) Layanan Profesional.

(7) Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.

(8) Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan
biaya haji pada saat lunas.

(9) Minimal Emas 3,5 Gr.

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi
nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini
yaitu:

(1) Memenubhi syarat sebagai pendaftar haji.

(2) Membawa Foto copy KTP

(3) Membawa Foto copy KK
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(4) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau
emas perhiasan berkadar minimal 70% dengan berat
sekitar 7 gr.

4.1.2.3.Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online (MPO) adalah layanan
pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa,
pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran premi BPJS,
dan lain-lain.

Multli pembayaran online (MPO) adalah produk dari
pegadaian syariah yang melayani pembayarann untuk berbagai
tagihan seperti listrik, telepon/ pulsa ponsel, air minum,
pembelian tiket kereta api dan lain sebagainya secara online.
Layanan MPO sebagai solusi pembayaran cepat yang
memberikan kemudahan kepada naabah dalam bertransaksi tanpa
harus memiliki rekening di Bank. Keunggulan yang di dapat
nasabah dari produk ini yakni layanan MPO tersedia di gerai
pegadaian di seluruh Indonesia dengan pembayaran secara real
time sehingga memberi kepastian dan kenyamanan dalam
bertransaksi.

Adapun keunggulan dari produk Multi Pembayaran
Online yaitu:

(1) Pembayaran secara real time, sehingga memberi

kepastian dan kenyamanan bertransaksi.

(2) Biaya kompetitif.

(3) Pembayaran dapat dilakukan untuk lebih dari satu

tagihan.

(4) Prosedur mudah dan dilakukan dalam satu loket

layanan.

(5) Dapat dilakukan secara online melalui aplikasi

Pegadaian Digital.

(6) Setiap nasabah dapat melakukan pembayaran untuk

lebih dari satu tagihan.
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(7) Prosedur sangat mudah, nasabah tidak harus memiliki
rekening di Bank.

Pegadaian Syariah memberikan persyaratan mudah bagi
nasabah yang ingin mengajukan pinjaman melalui produk ini
yaitu:
(1) Nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian diseluruh
Indonesia.

(2) Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk
tagihan listrik, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api,
dan lain sebagainya.

4.1.2.4. Tabungan Emas

Tabungan Emas adalah layanan penitipan saldo emas
yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas. Produk
tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan
investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan
emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau.
Layanan ini sekaligus bisa memberikan kemudahan kepada
masyarakat untuk berinvestasi emas.

Produk ini memberikan layanan jual titip emas batangan
nasabah bisa  membeli emas sekaligus menitipkannya untuk
dikonsinyasikan di pegadaian syariah. Nasabah akan mendapat
bagian dari hasil penjualan jika emas yang dikonsinyasikan
tersebut terjual dengan demikian, emas yang kita titipkan akan
lebih produktif dan bisa menghasilkan keuntungan daripada
hanya disimpan saja.

Keunggulan dari Tabungan Emas yaitu:

(1) Tersedia diseluruh outlet Pegadaian dan melalui

Aplikasi Pegadaian Syariah Digital Service maupun
Agen Pegadaian Syariah.
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(2) Harga jual buyback yang kompetitif.

(3) Biaya administrasi dan pengelolaan ringan.

(4) Dijamin karatase 24 karat.

(5) Nasabah dapat melakukan buyback mulai dari 1 gram.

(6) Order cetak emas dapat dilakukan mulai dari kepingan
1 gram.

(7) Dikelola secara professional dan transparan.

(8) Nasabah dapat melakukan pembelian Tabungan Emas
(Top Up) mulai dari 0,01 gram.

Persyaratan untuk membuka Tabungan Emas yaitu:

(1) Membuka rekening tabungan emas di kantor cabang
pegadaian hanya dengan melampirkan Fotocopy
identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.

(2) Mengisi  formulir ~ pembukaan rekening serta
membayar biaya administrasi sebesar RP. 10.000, dan
biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar RP
30.000

(3) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi
Nasabah akan menerima Buku Tabungan Emas dan
dapat melakukan pembelian Tabungan Emas mua dari
0,01 gram.

4.1.2.5.Arrum BPKB

Arum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk
pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Mendapatkan modal untuk pembangunan usaha mikro
kini semakin mudah salah satu solusinya yaitu, nasabah bisa
menggunakan layanan Arrum, produk satu ini memudahkan
nasabah mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan BPKB
kendaraan. Banyak keunggulann yang bisa didapat apabila
meminjam modal usaha di pegadaian syariah. Selain itu, nasabah
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jugs bisa mendapatkan layanan ini lebih dari 600 gerai di
pegadaian syariah.

Pegadaian Syariah merupakan suatu institusi yang
mengelola usaha gadai, tetapi lebih luas dari itu menjadi institusi
yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil berbasis sistem
syariah. Sebagai langkah awal untuk mengimplementasikan
gagasan ini, maka skim pembiayaan dengan sistem Ar-Rahn, Kini
mulai dicoba untuk dikembangkan dengan konsep pelunasan
pinjaman secara angsuran baik dengan cara gadai (menahan
agunan) maupun fidusia (hanya dokumen kepemilikan barang
yang ditahan).

Ar-Rahn untuk usaha mikro kecil, selanjutnya disebut
skim ARRUM adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip
syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan
usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Surat Edaran (SE)
No. 14/US.200/2008 tentang Penyaluran Pembiayan ARRUM.
Tujuan diluncurkannya pembiayaan Arum disamping sebagai
sebuah upaya diversifikasi produk di Pegadaian Syariah juga
dengan maksud meningkatkan pemberdayaan para pengusaha
mikro dan kecil yang membutuhkan pembiayaan modal kerja
atau investasi secara syariah. Pembiayaan diberikan dalam jangka
waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan secara
angsuran dengan menggunakan konstruksi penjaminan secara
gadai maupun fidusia. Skim ARRUM ini merupakan pinjaman
kepada individual pengusaha mikro kecil

Keunggulan dari produk ini yaitu:
(1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan
menentramkan sesuai fatwa DSN-MUI.
(2) Pembiayaan berjangka waktu flesibel mulai dari 12,
18. 24. Dan 36 bulan.

8 perum Pegadaian, Manual Operasional Arum, Jakarta.
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(3) Pegadaian memberikan tariff menarik dan kompetitif.
(4) Prosedur pelayanan sederhana, cepat dan mudah.
(5) Pegadaian hanya BPKB, kendaraan dapat digunakan

nasabah.

(6) Marhun Bih (uang pinjaman) mulai dari RP. 1 juta -
400 juta.

(7) Pilihan jangka waktu pinjaman dari 12, 18, 24, 36
bulan.

Persyaratan untuk membuka Pembiayaan Arrum BPKB

yaitu:

(1) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi Kkriteria
kelayakan serta berjalan lebih dari satu yahun dan
menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam
dan perundang-undangan RI.

(2) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah
dengan menunjukkan aslinya.

(3) Menyerahkan  dokumen kepemilikan kendaraan
bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur
Pembelian).

4.1.2.6. Amanah

Layanan Amanah ini tersedia hampir di gerai pegadaian

syariah di seluruh Indonesia. Untuk uang muka pembelian
sepeda motor, nasabah harus membayar mulai 20% dari harga
sementara untuk pembelian mobil 25% dari harga. Proses
transaksi dari layanan Amanah ini berprinsip syariah yang adil
sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional N0.92/DSN-MUI/1VV/2014.
Pembiayaan Amanah dari Pegadaian Syariah adalah
pembiayaan berprinsip syariah kepada karyawan tetap maupun
pengusaha mikro. Untuk memiliki motor atau mobil dengan cara
angsuran. Layanan Amanah ini tersedia di outlet Pegadaian
Syariah di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan
pembiayaan Amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup
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terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Adapun jangka waktu
pembiayaan dimulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
Adapun keunggulan dari layanan pembiayaan Amanah
yaitu:
(1) Layanan Amanah tersedia di outlet Pegadaian Syariah
di Seluruh Indonesia.
(2) Uang muka terjangkau.
(3) Jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai
dengan 60 bulan.
(4) Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
(5) Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
(6) Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan
menenteramkan.
Persyaratan yang dilakukan untuk pembiayaan Amanah
yaitu:

(1) Nasabah harus tercatat pegawai tetap suatu instansi
pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2
tahun.

(2) Melampirkan kelengkapan: fotocopy KTP
(suamifisteri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK
pengangkatan  sebagai  pegawai/karyawan tetap,
Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan
terakhir.

(3) Mengisi dan menandatangani form aplikasi Amanah.

(4) Membayar uang muka yang disepekati Minimal 10%
untuk Motor dan Minimal 20% untuk mobil.

(5) Menandatangani akad Amanah.

4.1.2.7.Mulia

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada
masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan
jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif
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pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa
depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya
pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan
pribadi.

Produk mulia pegadaian syariah melayani penjualann
emas batangan kepada masyarakat produk ini dapat digunakan
ssebagai alternatif pilihan investasi masa depan. Untuk pemelian
dengan cara angsuran pegadaian memberikan pilihan uang muka
pembelian mulai dari 10% hingga 90% dari nilai emas.
Sementara jangka waktu cicilan mulai dari 3 hingga 36 bulan.

Keunggulan Produk ini yaitu:

(1) Proses mudah dengan layanan profesiona.

(2) Alternatif investasi yang aman untuk menjaga

portofolio aset.

(3) Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk

memenuhi kebutuhan dan mendesak.

(4) Tersedia pilihan emas batangan dengan berat mulai

dari 5 gram s.d. 1 kilogram.

(5) Emas batangan dapat dimiliki dengan cara pembelian

tunai, angsuran, kolektif (kelompok), ataupun arisan.

(6) Uang muka mulai dari 10% s.d. 90% dari nilai logam

mulia. Jangka waktu angsuran mulai dari 3 bulan s.d.
36 bulan.

Persyaratn untuk mendaftar produk ini yaitu:

(1) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang
ke Outlet Pegadaian (Galeri 24) dengan membayar
nilai Logam Mulia yang akan dibeli.

(2) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat
menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan
keinginan.
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4.1.2.8.Pegadaian Remittance

Pegadaian Remmitance adalah layanan pengiriman dan
penerimaan uang dari dalam luar negeri yang bekerjasama
dengan beberapa perusahaan Remitansi berskala internasional.
Keunggulan dari pegadaian Remittance yaitu :

(1) Proses transaksi aman dan terpercaya.

(2) Biaya Kompetitif.

(3) Pengirim dan penerima tidak harus memiliki rekening

bank.
(4) Transaksi secara real time.
Syarat bagi nasabah Pengirim uang melalui Pegadaian

yaitu:
(1) Mengisi dan melengkap form pengiriman uang.
(2) Membawa Kartu Tanda Pengenal

(KTP/SIM/PAPORT).

Adapun syarat bagi nasabah penerima uang melalui
pegadaian yaitu:
(1) Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang
(2) Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode
Transfer, atau MTCN
(3) Membawa Kartu Tanda Pengenal
(KTP/SIM/PAPORT).

4.2. Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca Qanun LKS di
Provinsi Aceh menurut Aspek Figh, Fatwa DSN dan
Kemaslahatan Umat

Untuk menjamin terlaksannya prinsip syariah dalam
operasional pegadaian syariah, maka harus ada Dewan Pengawas
Syariah pegadaian. DPS bertugas mengawasi operasional
pegadaian syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan
ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat
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dewan Komisaris. Di samping itu, DPS juga harus membuat
laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang
diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS
juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari
pegadaian yang diawasinya.

42.1. Akad yang digunakan pada Lembaga Pegadaian

Syariah di Provinsi Aceh

Akad yang digunakan pada Lembaga Pegadaian Syariah di
Provinsi Aceh dapat dirincikan berdasarkan beberapa kriteria
produk di antaranya kriteria Rahn (gadai), dan Kriteria nonRahn
(pembiayaan).®” Adapun secara umum akad yang biasa digunakan
pada Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh dapat peneliti
uraikan sebagai berikut:

4.2.1.1.Akad Rahn (Qard Al-Hasan)

Akad Rahn yang biasa digunakan pada pegadaian bersifat
gardh al-hasan, di mana akad Rahn dipakai oleh rahin atau
nasabah peminjam yang memberi agunan untuk tujuan konsumtif.
Dengan demikian, pihak rahin akan harus membayar biaya
perawatan dan penjagaan agunan (marhun) oleh pihak pegadaian
(murtahin). Ketentuannya yaitu yang pertama, barang gadai
hanya bisa dimanfaatkan dengan cara dijual dalam bentuk lelang
apabila pihak nasabah peminjam tidak mampu membayar
hutangnya. Contoh barangnya yaitu emas, barang elektronik, dan
lain sebagainya. Adapun ketentuan yang kedua tidak ada
pembagian hasil karena sifat dari jenis akad ini adalah sosial.
Pihak pegadaian hanya diperbolehkan untuk meminta biaya
administrasi dari rahin (nasabah peminjam) sebagai biaya

8 Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.
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penjagaan agunan (marhun). Akad ini biasa digunakan pada
produk Rahn (Gadai Syariah). ®

4.2.1.2. Akad Rahn (ljarah)

Akad Rahn di sini juga dapat bersifat ijarah, di mana jenis
akad Rahn ini tujuannya adalah peminjaman manfaat untuk
waktu tertentu. Sistemnya, pihak murtahin (pihak pegadaian)
yang menerima agunan akan menyewakan tempat penyimpanan
barang. Murtahin bisa meminjamkan tempat penyimpanan barang
atau disebut juga sebagai deposit box kepada para nasabah yang
menggadaikan hartanya. Pada akad ini, nasabah akan menitipkan
barang jaminannya di tempat penyimpanan milik pihak pegadaian
selama masa pinjaman berlangsung. Pihak murtahin (pihak
pegadaian) akan memberikan biaya sewa atau ujrah atas jasa
penitipan tersebut kepada rahin (nasabah) sesuai tarif yang
ditentukan pada kesepakatan awal.*®

4.2.1.3. Akad Pembiayaan (Mudharabah)

Mudharabah adalah akad untuk rahin yang ingin
menambah modal usahanya atau pembiayaan lain yang sifatnya
produktif. Kemudian ketentuan yang berlaku pada pembiayaan
mudharabah yaitu yang pertama, marhun atau barang yang
digadaikan bisa dalam bentuk barang bergerak atau barang tidak
bergerak. Contohnya seperti tanah, rumah, emas, kendaraan
bermotor, elektronik, dan lain-lain. Adapun ketentuan yang kedua
yaitu keuntungan yang didapat oleh rahin atau nasabah dari hasil
usahanya akan dibagi setelah dikurangi dengan biaya
pengelolaan marhun. Akad ini biasanya digunakan pada produk
Arrum BPKB vyaitu produk pembiayaan syariah untuk

% Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai
Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.

% Hasil wawancara bersama Ibu Meutia Safitri sebagai Penaksir pada
PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, 2024.



95

pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.®

4.2.1.4.Agad Jual Beli (Ba’i Mugayyadah)

Ba’i Mugayyadah adalah akad Rahn yang diberikan
kepada rahin hanya untuk keperluan yang produktif. Misalkan,
pembelian alat kantor atau modal kerja. Pihak murtahin yang
menerima agunan bisa juga menggunakan akad jual beli untuk
barang atau modal kerja yang diinginkan oleh rahin. Biasanya
akad ini digunakan pada produk Tabungan emas atau produk
mulia.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat peneliti

simpulkan bahwa dalam sistem operasionalnya, lembaga
pegadaian di Provinsi Aceh menggunakan 4 sifat akad. Akad-akad
tersebut diantaranya vyaitu: Rahn (Qardh Al-Hasan), Rahn
(ljarah), Pembiayaan (Mudharabah), dan akad jual beli (Ba’i
Mugayyadabh).

Penerapan Prinsip Syariah pada Akad Rahn di Lembaga
Pegadaian Syariah ada dua jenis, yaitu akad Rahn dijadikan
produk turunan berupa agungan atas pembiayaan, dan kedua
akad Rahn sebagai produk utama, dalam bentuk gadai.

Akad Rahn sebagai Produk Turunan (Jaminan Pembiayaan)

Harta yang diagunkan disebut al-marhdn (yang
diagunkan). Harta agunan itu harus diserahterimakan oleh
arrahin kepada al-murtahin pada saat dilangsungkan akad Rahn
tersebut. Dengan serah terima itu, agunan akan berada di bawah
kekuasaan al-murtahin. Jika harta agunan itu termasuk harta

% Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.
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yang bisa dipindah-pindah seperti TV dan barang elektronik,
perhiasan, dan semisalnya, maka serah terimanya adalah
dengan melepaskan barang agunan tersebut kepada penerima
agunan (al- murtahin). Bisa juga yang diserahterimakan adalah
sesuatu dari harta itu, yang menandakan berpindahnya
kekuasaan atas harta itu ke tangan al-murtahin, jika harta
tersebut merupakan barang tak bergerak, seperti rumah, tanah
dan lain-lain.

Adapun Harta agunan yang diterima di Gadai Syariah
Berbagi Berkah adalah :

- Smartphone - Televisi

- Laptop - Camera

- Speaker Aktif - Sepeda

- Kendaraan (Mobil & Motor) - PC Portable

- Projector - Game Console
- Jam Tangan Original - Dl

Segala sesuatu yang tidak ada/belum termasuk ke dalam
list di atas akan  ditetapkan = melalui  keputusan
direksi/manajemen.

Akad rahn diberlakukan atas pinjaman yang diberikan
pihak Pegadaian Syariah kepada nasabah (rahin), di mana
Pegadaian Syariah menahan salah satu harta milik nasabah
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Dengan
demikian, Pegadaian Syariah memperoleh jaminan untuk dapat
mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Barang
tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak Pegadaian Syariah jika
nantinya nasabah (rahin) tidak dapat melunasi pinjamannya.
Selain penerapan akad Rahn, dalam transaksi Rahn di
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Pegadaian Syariah juga diterapkan akad ijarah. Akad ijarah
merupakan penggunaan manfaat atau jasa penggantian
kompensasi, di mana pemilik yang menyewakan manfaat
disebut muajjir dan penyewa atau nasabah (rahin) disebut
dengan mustajir. Sesuatu yang diambil manfaatnya (tempat
penitipan) disebut majur dengan kompensasi atau balas jasa
yang disebut dengan ajran atau ujrah. Karena itu, nasabah
(rahin) akan memberikan biaya kepada muajjir karena telah
menitipkan barangnya untuk dijaga dan dirawat oleh murtahin.
Dengan kata lain, akad ijarah diberlakukan atas penyewaan
tempat oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan rahin
yang disimpan oleh murtahin. Sementara pada transaksi pinjam
meminjam Pegadaian Syariah menggunakan akad gardh. Akad
gardh adalah Pinjaman dana atau uang yang harus dikembalikan
baik secara sekaligus atau pun dengan cara dicicil tanpa meminta
imbalan pada waktu tertentu yang telah disepakati kedua belah.
Walaupun demikian, Majelis Ulama Indonesia menyatakan
bahwa antara akad Rahn dan akad ijarah tidak saling berkaitan
dan saling terpisah. Pihak Pegadaian Syariah juga menjelaskan
bahwa akad Rahn dan akad ijarah memiliki objek yang
berbeda sehingga tidak dapat dikatakan sebagai penggabungan
akad, maka secara langsung ia menyetujui dikenakannya
biaya sewa tempat atas barang jaminannya.”

Menurut asumsi peneliti Pegadaian Syariah dengan kata
lain menggunakan multi akad (al- uqud al-murakkababh).
Adapun yang dimaksud Multi akad (al-ugud al-murakkabah)
adalah hybrid contract (multiakad), menurut Al-Imrani dalam
jurnal Ali Amin Isfandiar terbagi dalam lima macam, yaitu:®

%% Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai
Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.

% Ali Amin Isfandiar, Analisis Figh Muamalah tentang Hybrid
Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal
Penelitian, 10 (2). 2013
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pertama, akad bergantung/Akad bersyarat (al-uqud al-
mutagabilah). Tagabul menurut bahasa berarti berhadapan. Al-
ugud al-mutagabilah adalah multi akad dalam bentuk kedua
merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama
bergantung pada sempurnannya akad kedua melalui proses
timbal balik atau akad satu bergantung dengan akad lainnya.
Model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah
banyak. Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang
berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya,
misalnya antara akad pertukaran (mu’awadhah) dengan akad
tabarru’, dengan akad pertukaran.

Adapun Analisis hukum Figh mengenai status hukum
akad murakkab atau multi akad, Adapun mengenai status
hukum multi akad, ulama berbeda pendapat terutama berkaitan
dengan hukum asalnya. Perbedaan ini menyangkut apakah multi
akad sah dan diperbolehkan atau batal dan dilarang untuk
dipraktikkan. Mengenai hal ini ulama berada dalam dua
pendapat tersebut yaitu membolehkan dan melarang. Mayoritas
ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama
Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum multiakad
sah dan diperbolenkan menurut syariat Islam. Bagi yang
membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah
boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak
ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya.*®

4.2.2. Syarat-Syarat dalam Memperoleh Pinjaman Gadai
pada Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh

Sebagaimana kita pahami dalam ilmu figh atau kajian
Islam lainnya, syarat atau rukun yang ditentukan dalam Rahn
(Gadai Syariah) yaitu: Adanya Aqgid (kedua belah pihak yang

% Siti Kholijah, Akad Murakab dalam Produk Keuangan Syariah,
Jurnal Baabu Al-IImi Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 5 No. 1, 2020.
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melakukan transaksi, perjanjian atau akad seperti nasabah dan
pihak pegadaian). Kemudian Marhun (Agunan) dalam arti kata
harus ada suatu barang berharga seperti Emas atau BPKB
kendaraan yang dapat dijadikan jaminan hutangnya. Seterusnya
harus ada ijab-kabul. **

Namun di samping itu, ada beberapa prosedur lainnya
yang harus dilengkapi sebagai persyaratan dalam memperoleh
pembiayaan maupun gadai (Rahn). Prosedur lainnya dapat berupa
kelengkapan data pribadi seperti KTP sebagai pengenal diri. KTP
di sini dianggap sangat penting dikarenakan melalui KTP kita bisa
melakukan pengecekan mengenai baik atua buruk riwayat
pembiayaan nasabah sebelumnya. Hasil baik atau buruk tersebut
yang nantinya akan menentukan jadi atau tidaknya transaksi Rahn
dilanjutkan. Apabila saat pengecekan ternya nasabah memiliki
riwayat pembiayaan yang bagus, maka pihak pegadaian akan
melanjutkan analisa ke lapangan seperti evaluasi atau wawancara
pada kegiatan usaha dagang nasabah, dan lain sebagainya.”

Adapun syarat lainnya yang harus dilengkapi oleh nasabah
adalah adanya dokumen yang menyatakan hak milik, seperti
BPKB kendaran bermotor, Adanya keterangan resmi kepemilikan
usaha, adanya surat-surat pendukung untuk menjamin
kepemilikan asli nasabah terhadap suatu barang yang dijadikan
agunan (barang jaminan). Prosedur ini dilakukan agar dapat
menganalisa siapa nasabah yang mengajukan pembiayaan, di
samping itu kelengkapan data nasabah juga dianggap penting
untuk melihat riwayat pembayaran hutang nasabah pada
pembiayaan sebelumnya.®®

% Hasil wawancara bersama Ibu Ratna Auliana, SE., sebagai Kasir
pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh Utara, 2024.

% Hasil wawancara bersama Ibu Meutia Safitri sebagai Penaksir pada
PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, 2024.

% Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai
Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.
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Berdasarkan beberapa hasil wawancara penelitian di atas,
dapat penelliti simpulkan bahwa beberapa prosedur dan syarat
yang harus dilengkapi untuk dapat melakukan transaksi gadai atau
pembiayaan pada Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh di
antaranya yaitu:

e Adanya kedua pihak yang melakukan transaksi yaitu

nasabah dan pihak pegadaian

e Adanya agunan atau barang jaminan

e Akad atau perjanjian dalam transaksi

e Adanya surat idenditas diri nasabah

e Adanya surat bukti kepemilikan barang

e Adanya usaha, dan lain sebagainya.

4.2.3. Mekanisme Praktik Gadai pada Lembaga Pegadaian

Syariah di Provinsi Aceh

Mekanisme praktik Pegadaian Syariah dapat digambarkan
sebagai berikut: Melalui akad Rahn, nasabah menyerahkan
barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan
merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian.
Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya
biaya-biaya yang meliputi biaya administrasi atau dapat
dikatakan sebagai bayaran atas sewa tempat penyimpanan, biaya
perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini
dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa kepada
nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.®’

Adapun cara-cara memperoleh laba pada lembaga
pegadaian syariah di provinsi Aceh yaitu bersumber dari berbagai
produktivitas yang ada pada lembaga pegadaian syariah itu
sendiri di antaranya seperti hasil sewa tempat yang dibayar oleh
nasabah sebagai biaya administrasi, laba lainnya dari biaya yang

% Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.
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diterima dalam pembagian hasil usaha mikro yang dijalankan
oleh nasabah. Di samping itu, lembaga pegadaian di Provinsi
Aceh juga mendapatkan keuntungan melalui jual beli khususnya
dari cicilan barang-barang yang diinginkan oleh nasabah.®

Adapun mekanisme mengenai praktik atau pelaksanaan
terhadap agunan atau barang jaminan gadai yang berlaku pada
pegadaian syariah Aceh ialah sebagai berikut:*°

(1) Kedudukan barang gadai

Selama baranag agunan atau barang jamninan masih
berada di tangan pemegang gadai kedudukan barang gadai hanya
merupakan amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak
penggadai. Sebagai pemegang amanat murtahin (penerima gadai)
berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai yang
diterimanya sesuai dengan keadaan barang.

(2) Pemanfaatan barang gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil
manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai
karena statusnya hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat
bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masing-
masing pihak yang bersangkutan maka barang tersebut boleh
dimanfaatkan.

(3) Risiko atas kerusakan barang gadai

Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah
memelihara barang gadai dengan sebaik-baiknya namun
kemudian barang itu mengalami kerusakan atau hilang tanpa
disengaja maka manurut ulama madzhab Syafi’l dan Hanbali

%Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai Penaksir
pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.
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berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung
risiko apapun.

(4) Pemeliharaan barang gadai

Para ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa
biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai
dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan
tetap merupakan miliknya.

(5) Kategori barang gadai

Jenis barang yang dapat digadaikan sebagai jaminan
adalah semua jenis barang bergerak dan tak bergerak yang bernilai
menurut hukum syara, ada pada waktu perjanjian terjadi, dan
diserahkan, seketika kepada murtahin. Menurut Syafi’iyyah
barang yang dapat di gadaikan adalah semua barang yang boleh
dijual. Dapat dikatakan bahwa barang gadai tidak hanya barang-
barang bergerak saja, tetapi juga barang-barang yang tidak
bergerak yang dapat dijual.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas, maka dapat
peneliti simpulkan bahwa Mekanisme praktik Pegadaian Syariah
yaitu nasabah datang kepada pihak pegadaian dengan membawa
barang sebagai jaminan untuk dapat melakukan pencairan dana.
Di samping itu, laba perusahaan pegadaian diperoleh berdarkan
laba pada tiap produk pegadaian, seperti sewa tempat agunan,
bagi hasil, dan jual beli emas.

Pandanagn Figh Muamalah Tentang Praktik Lembaga
Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh

Dalam bahasa Arab, istilah untuk.gadai adalah Rahn, yang
mencerminkan makna tetap, kekal,.dan.jaminan. Dalam konteks
hukum, perjanjian Rahn juga dikenal.sebagai jaminan,
agunan,.atau rungguhan. Dalam islam, Rahn adalah salah satu
cara bagi umat Islam untuk saling membantu tanpa



103

mengharapkan imalan materi sebagai bentuk ta’awun. Sedangkan
menurut Rahn merupakan kesepakatan yang melibatkan fasilitas
pembiayaan yang diberikan oleh individu atau lembaga, di mana
peminjam menggadaikan barang yang memiliki nilai ekonomis
sebagai jaminan karena itu, individu yang memberikan jaminan
memiliki kepastian bahwa mereka dapat mengambil kembali
semua atau sebagian dari hutang mereka. Jadi Rahn merupakan
bentuk jaminan atas utang atau gadai. Menurut para Ulama figh
terdapat beberapa penfsiran mengenai konsep Rahn. Ulama
Mazhab Maliki menginterpretasikan Rahn sebagai harta yang
dijadikan jaminan untuk utang dengan sifat yang memikat
pemilikinya. Sementara itu, Ulama Mazhab Hanafi memahami
Rahn sebagai benda yang digunakan sebagai jaminan yang
digunakan untuk melunasi utang secara keseluruhan atas sebagian
kepada pemberi utang. Sementara Ulama Mazhab Syafi’t dan
Mazhab Hanbali memahami Rahn sebagai suatu perjanjian di
mana barang digunakan sebagal jaminan, yang juga dapat
digunakan untuk melunasi utang jika pemilik barang tidak
mampu membayar utang tersebut.

Menurut interprensi yang disampaikan oleh para.ulama,
konsep Rahn merujuk pada tindakan menggadai barang sebagai
jaminan.utang, yang memungkinkan individu untuk memperoleh
pinjaman.

Dengan cara ini, hubungan antara jaminan dan utang piutang
menjadi sangat terkait. Namun, untuk memberikan kepastian
kepada pemberi pinjaman, bahwa utang akan dilunasi oleh
peminjam, pemberi pinjaman berhak meminta jaminan dalam
bentuk barang berharga. Menurut ketentuan pasal 1150 dalam
Bab XX mengenai gadai dalam Kitab UndangUndang.Hukum
Perdata (KUHPerd), gadai merupakan hak yang diperoleh oleh
kreditur terhadap barang bergerak yang diberikan.kepadanya oleh
debitur atau orang yang diberi wewenang oleh debitur
sebagai.jaminan atas utangnya. Hak ini memberi.wewenang
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kepada kreditur untuk menagih pembayaran utang dari barang
tersebut dengan priritas lebih tinggi daripada kreditur lain,
kecuali dalam hal biaya penjualan.terkait dengan pelaksanaan
keputusan tentang kepemilikan atau penguasaan atas barang,
sertabiaya pengeluaran untuk menyelamatkan barang setelah
barang tersebut dijadikan sebagai jaminan, harus diberikan
prioritas.

Para ulama fikih mengemukakan bahwa akad gadai
dobolehkan dalam syariat Islam dengan berdasarkan pada
ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Para ulama fikih
menyepakati bahwasanya gadai boleh dilakukan dalam perjalanan
dan dalam keadaan hadir di tempat, asal barang yang dijaminkan
tersebut dapat dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi
utang. Dalam hal ini, karena seperti yang kita ketahui
bahwasanya tidak semua barang dapat dipegang/dikuasai secara
langsung. Dalam keadaan tersebut, maka paling tidak ada
semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam
status barang pinjaman (menjadi agunan utang). Misalnya, untuk
barang jaminan berupa sebidang tanah maka dikuasai surat
jaminan atas tanah tersebut.

Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad
saw yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan
makanan dari seorang yahudi. Para ulama juga mengambil
indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw tersebut ketika beliau
beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang
kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai
sikap Nabi Muhammad saw yang tidak mau memberatkan para
sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga
yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw kepada mereka.'®

100 Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah (Jakarta: Sinar Grafika,
2008) h 8.
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4.4. Kesesuaian Praktik Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi
Aceh dengan Aturan Hukum Qanun Aceh Nomor 11 tahun
2018 dari Segi Aspek Figh, Fatwa DSN dan Kemaslahatan
Umat.

Untuk menjamin terlaksannya prinsip syariah dalam
operasional pegadaian syariah, maka harus ada Dewan Pengawas
Syariah pegadaian. DPS bertugas mengawasi operasional
pegadaian syariah dan produk-produknya agar sesuai dengan
ketentuan syariah. DPS biasanya diletakkan pada posisi setingkat
dewan Komisaris. Di samping itu, DPS juga harus membuat
laporan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa pegadaian yang
diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS
juga meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari
pegadaian yang diawasinya.*™

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah, secara umum telah menjelaskan bahwa
Pemerintah  Kabupaten/Kota perlu = mendirikan Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) yang berlandaskan Al-qur’an dan
Hadist. Pendirian Lembaga Keuangan Syariah (LKS) ini
dirasakan mendesak sebagai tindak lanjut pelaksanaan Qanun
Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok syariat Islam.
Dalam perkembangan ekonomi dewasa ini kehadiran Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) di Aceh dirasakan sudah sangat
mendesak karena hal tersebut merupakan salah satu pilar
pelaksanaan syari’at Islam pada bidang muamalah. Kondisi
tersebut ditambah lagi dengan banyaknya modal pihak ketiga
yang masuk ke Aceh di mana di dalam operasionalnya banyak
kesamaran atau tidak dilaksanakan berdasarkan Prinsip Syariah.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang pokok-pokok
syariat Islam, secara tegas telah mewajibkan bahwa Lembaga

10 Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.
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Keuangan yang beroperasi di Aceh adalah sebuah keniscayaan
yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dan semua pihak terkait wajib
mendukungnya.

Dengan adanya kehadiran Qanun ini, maka kehadiran
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh memiliki legalitas
yang sah. Qanun ini diharapkan menjadi pedoman, pegangan, dan
dasar hukum bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya
dalam menjalankan operasional LKS dimaksud. Qanun ini juga
bertujuan untuk melegetimasi operasional Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah,
mendorong terwujudnya perekonomian Aceh yang Islami, dan
mendorong pertumbuhan pendapatan asli Aceh dan pendapatan
asli kabupaten/kota.

Lembaga pegadaian syariah telah beroperasi sejak tahun
2004 di Aceh jauh sebelum dibentuknya Qanun Aceh Nomor 11
Tahun 2018. Berbeda dengan lembaga keuangan perbankan yang
dilakukan konversi setelah pembentukan Qanun Aceh Nomor 11
Tahun 2018. Sejak mulanya beroperasi di Provinsi Aceh,
lembaga pegadaian syariah telah menjalankan produktivitasnya
berbasis syariah. %

Segala bentuk produktivitas pada lembaga pegadaian
syariah di Aceh telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11
Tahun 2018. Hal ini dapat dikatakan karena setiap bentuk produk
yang dijalan oleh lembaga pegadaian syariah di Provinsi Aceh
telah dilegalkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis
Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dengan kata lain, setiap produk
yang dijalankan pada lembaga pegadaian syariah di Provinsi
Aceh dijalankan apabila telah mendapat persetujuan Majelis
Ulama Indonesia (MUI). %

102 Hasil wawancara bersama Ibu Meutia Safitri sebagai Penaksir
pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, 2024.

103 Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai
Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.
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Sebagai salah satu contoh produk Arrum Haji, tidak ada
lembaga keuangan lainnya yang menyediakan produk Arrum Haji
kecuali lembaga keuangan pegadaian syariah. Di perbankan
misalnya, pihak perbankan hanya menyediakan tabungan haji. Di
mana jika tabungan haji telah mencapai jumlah nominal
pembelian kursi haji barulah nasabah mendapatkan kursi untuk
beribadah haji. Berbeda dengan pegadaian, lembaga pegadaian
memberi kursi beribadah haji untuk nasabah pada awal transaksi
kemudian nasabah membayar dengan mencicilnya. Produk ini
dijalankan oleh Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh
juga berdasarkan legalitas atau persetujuan Majelis Ulama
Indonesia (MUI).**

Berdasarkan beberapa hasil wawancara di atas dapat
peneliti simpulkan bahwa semua produk yang dijalankan oleh
lembaga pegadaian syariah di Aceh dapat dikatakan telah sesuai
dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi
Aceh yang dianalisis dari aspek figh, Fatwa DSN, dan
Kemaslahatan Umat.

Manfaat dari Praktik Lembaga Pegadaian Syariah Pasca
Qanun LKS di Provinsi Aceh

Berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh
sebagai nasabah dari praktik lembaga pegadaian syariah pasca
Qanun LKS di Provinsi aceh. Beberapa manfaat tersebut dapat
berupa keyakinan dalam bermuamalat, kenyamanan hati pada
setiap bertransaksi, meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat
dalam bertransaksi tanpa harus merasa ragu akan terjadinya
Maysir, Gharar, atau Riba di dalamnya.'®

104 Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.

195 Hasil wawancara bersama Ibu Ratna Auliana, SE., sebagai Kasir
pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh Utara, 2024.
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Hal tersebut dikarenakan perbedaan mendasar antara
pegadaian konvensional dengan Pegadaian Syariah adalah dalam
hal pengenaan biaya kepada nasabah. Pegadaian konvensional
memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif
dan berlipat ganda. Operasionalisasi Pegadaian Syariah dapat
memakai metode Fee Based Incomed (FBI) atau mudharabah
(bagi hasil). Namun dipergunakan untuk tujuan konsumsi maka
penggunaan metode mudharabah tidak dipakai tepat dan sebagai
gantinya digunakan metode fee based income. Penerima gadai
(murtahin) mendapatkan surat bukti Rahn (gadai) berikut akad
pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa
tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka
waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui
agunan (marhun) dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman.
Sedangkan akad sewa tempat merupakan kesepakatan antara
penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat
penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan ongkos jasa
simpanan.'%®

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian
bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga,
pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan, yaitu dengan
cara memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang
digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari
jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvesional, biaya
yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.'%’

Di samping itu manfaat lainnya juga dapat dirasakan
seperti proses transaksi yang begitu cepat, yaitu nasabah dapat
memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif
cepat, proses administrasi, dan penaksiran hanya 15 menit.

106 Hasil wawancara bersama Ibu Meutia Safitri sebagai Penaksir
pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Bireuen, 2024.

197 Hasil wawancara bersama Bapak Abdul Arif Fadilah sebagai
Pimpinan PT. Pegadaian Syariah Cabang Lhokseumawe, 2024.
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Kemudian caranya mudah, yaitu cukup dengan membawa
marhun atau barang agunan yang akan digadaikan dengan bukti
kepemilikan, serta melampirkan bukti identitas. Tidak perlu
membuka rekening atau cara lain yang merepotkan. Seterusnya
jaminan keamanan atas barang, yaitu Pegadaian syariah akan
memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan
dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan.
Kemudian Pinjaman yang optimum, yaitu memberikan marhun
bih hingga 90% dari nilai taksiran barang. Dengan demikian,
rahin tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran marhun dan
marhun bih. Ini berarti setiap barang memiliki nilai ekonomis
yang wajar. Lalu jangka waktu pinjaman, yaitu rahin atau
nasabah boleh memanfaatkan pinjaman sampai jangka waktu 4
bulan. Terakhir sumber pendanaan, keseluruhan sumber
pendanaan Pegadaian Syariah berasal dari 100% dari Bank
Syariah dari Bank Muamalat Indonesia, sehingga sumber dana
pegadaian terjamin kemurnian syariahnya.*®

Pembahasan

Implementasi akad Rahn di lembaga keuangan pegadaian
syariah dalam sistem operasionalnya, lembaga pegadaian di
Provinsi Aceh menggunakan 4 sifat akad. Akad-akad tersebut
diantaranya yaitu: Rahn (Qardh Al-Hasan), Rahn (ljarah),
Pembiayaan (Mudharabah), dan akad jual beli (Ba’i
Mugayyadabh).

Adapun beberapa prosedur dan syarat yang harus
dilengkapi untuk dapat melakukan transaksi gadai atau
pembiayaan pada Lembaga Pegadaian Syariah di Provinsi Aceh di
antaranya yaitu:

18 Hasil wawancara bersama Bapak Taufiq Urrahman sebagai
Penaksir pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa — Kota Binjei, 2024.
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e Adanya kedua pihak yang melakukan transaksi yaitu
nasabah dan pihak pegadaian

e Adanya agunan atau barang jaminan

e Akad atau perjanjian dalam transaksi

e Adanya surat idenditas diri nasabah

e Adanya surat bukti kepemilikan barang
e Adanya usaha, dan lain sebagainya.

Mekanisme praktik Pegadaian Syariah yaitu nasabah
datang kepada pihak pegadaian dengan membawa barang sebagai
jaminan untuk dapat melakukan pencairan dana. Di samping itu,
laba perusahaan pegadaian diperoleh berdasarkan laba pada tiap
produk pegadaian, seperti sewa tempat agunan, bagi hasil, dan
jual beli emas.

Semua produk yang dijalankan oleh lembaga pegadaian
syariah di Aceh dapat dikatakan telah sesuai dengan Qanun
Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Provinsi Aceh yang
dianalisis dari aspek figh, Fatwa DSN, dan Kemaslahatan Umat.
Segala bentuk produktivitas pada lembaga pegadaian syariah di
Aceh telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.
Hal ini dapat dikatakan karena setiap bentuk produk yang dijalan
oleh lembaga pegadaian syariah di Provinsi Aceh telah dilegalkan
oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional — Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI).

Adapun dilihat dari segi prinsip-prinsip ekonomi syariah,
ada beberapa aspek yang dapat ditinjau mengenai lembaga
pegadaian syariah, yaitu dari segi perintah sebagai berikut:

1. Tauhid

Merujuk dari prinsip-prinsip ekonomi syariah, tauhid

merupakan salah satu pijakan dasar ekonomi syariah yang

diterapkan oleh lembaga keuangan syariah termasuk
pegadaian syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan
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tersebut menawarkan masyarakat berbagai produk baik
dalam bentuk gadai (Rahn), pembiayaan, ataupun dalam
bentuk jual beli sebagai salah satu bentuk ibadah yaitu
dengan membiayai para nasabah untuk kepemilikan suatu
barang dengan syarat dan ketentuan tertentu dengan
tujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan sentiasa
tunduk pada aturan Allah dalam bermuamalah.

Maslahah

Jika dilihat dari sisi Maslahah, lembaga keuangan
khususnya  lembaga  pegadaian  syariah  telah
mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat muslim.
Sebagaimana dalam hal gadai (Rahn), pembiayaan,
ataupun dalam bentuk jual beli, telah mendatangkan
manfaat bagi para nasabah dengan memberikan
pembiayaan tersebut telah memudahkan masyarakat untuk
kepemilikan suatu barang.

Keadilan

Berbicara mengenai prinsip keadilan, sikap adil yang
diterapkan di lembaga keuangan pegadaian syariah
terlihat pada saat menetapkan nisbah, margin, bagi hasil
dan lainnya. Pegadaian syariah telah menetapkan margin
dalam pembiayaan emas secara adil, dikatakan demikian
karena margin tersebut diambil dari selisih harga beli dan
harga jual kepada nasabah dan telah disetujui oleh pihak
nasabah itu sendiri.

. Ukhuwwah (persaudaraan)

Ukhuwwah (persaudaraan) yang terjadi antara nasabah
dan lembaga keuangan keuangan pegadaian syarian
merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan sebuah
kesejahteraan dan kemakmuran yang bersama. Dalam hal
ini  pegadaian syariah memang telah mengikat
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persaudaraan dengan pihak nasabah yaitu melalui produk-
produk yang ditawarkan, seperti pada saat bertransaksi
gadai (Rahn), pembiayaan maupun jual beli. Dengan
hadirnya lembaga keuangan syariah memberi warna
tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat saat ini lebih
memilih produk yang ditawarkan lembaga keuangan
syariah karena mereka yakin setiap produk lembaga
keuangan syariah pasti mengukuti prinsip-prinsip syariah,
maka dari itu lembaga keuangan pegadaian syariah telah
berhasil menjalin ukhuwwah (persaudaraan) dengan
masyarakat luas.

5. Akhlaq (etika)
Merujuk dari prinsip ekonomi syariah, akhlaq atau etika
harus menjadi salah satu dasar pelaksanaan ekonomi
syariah, etika yang sesuai dengan ajaran Islam sangat
diperlukan dalam segala aktivitas atau kegiatan ekonomi
syariah. Dalam hal ini lembaga keuangan pegadaian
syariah telah menerapkan akhlak dan etika yang benar
dalam bermuamalat, baik etika dalam melayani para
nasabah, berbicara, maupun dalam berpenampilan.

6. Khitmah (pelayanan)
Jika dilihat dari segi pelayanan, pihak perbankan syariah
dan pegadaian syariah telah- memberikan pelayanan yang
baik terhadap nasabahnya, misalnya dalam pembiayaan,
mereka telah memberikan hak-hak nasabahnya yaitu hak
untuk memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli,
hak menetukan jangka waktu, persetujuan terhadap
margin yang diambil, maka kedua lembaga tersebut telah
memberikan servis yang baik bagi nasabahnya.

Kemudian dari sisi lain, ekonomi syariah juga memiliki
larangan terkait dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yaitu
sebagai berikut:
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1. Ad- Dzulm (kezaliman)
Lembaga keuangan syariah hadir ditengah-tengah
masyarakat untuk memberikan pelayanan yang baik,
termasuk lembaga pegadaian syariah yang telah
memberikan servis yang baik terhadap nasabah tanpa
menzalimi hak-hak nasabah tersebut.

2. Larangan Riba
Dalam dunia usaha riba sering dikaitkan dengan bunga,
namun sebenarnya tidak hanya tentang bunga tetapi
menggandakan uang atau berharap mendapat keuntungan
berlipat-lipat juga termasuk riba. Berbicara dengan
tambahan (riba), lembaga pegadaian syariah memang
mengambil  tambahan dari setiap akad yang
ditransaksikan, akan tetapi tambahan tersebut dianggap
sebagai margin atau pendapatan bank (laba) dari selisih
harga penjualan produknya dan menjadi kewajiban bagi
nasabah yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan
yang telah dijanjikan di awal akad. Jadi transaksi
pembiayaan yang dilakukan oleh kdua pihak antara
nasabah dan pihak pegadaian tidak terdapat unsur riba
karena keduanya sepakat atas apa Yyang telah
diperjanjikan.

3. Menjauhi usaha yang bersifat spekulatif
Dalam setiap produk yang dijalankan oleh pegadaian
syariah sudah jelas tidak mengandung unsur spekulatif
dikarnakan setiap transaksi pegadaian sudah jelas
mengatakan harga, spesifikasi maupun margin yang
diambil dari barang yang akan diperjualbelikan, serta
memberitahukan syarat dan tata cara pembayaran
angsurannya nanti.

4. Tidak mengandung gharar (ketidakpastian)
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Segala transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah
khususnya pada lembaga pegadaian syariah tidak
mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Misalkan
pada akad pembiayaan, semua hal terkait pembiayaan
sudah jelas ketentuannya, mulai dari awal akad, margin,
batas waktu, angsuran bulanan, hingga akhirnya jelas
sesuai aturan yang telah diterapkan oleh Dewan Syariah
Nasional.

Merujuk dari prinsip-prinsip ekonomi syariah yang telah
dipaparkan, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pembiayaan
segala bentu produktivitas atau transaksi pada lembaga keuangan
pegadaian syariah menurut ekonomi syariah telah sesuai dengan
prinsip-prinsip  ekonomi syariah, yaitu sesuai dari segi
ketauhidan, keadilan, maslahah, ukhuwwah, akhlak, pelayanan,
larangan riba, gharar, dan larangan usaha yang spekulatif.
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BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari wawancara dan pembahasan yang
dilakukan mengenai analisis praktik lembaga pegadaian syariah
pasca ganun LKS di provinsi aceh (analisis dari aspek figh, fatwa
DSN dan kemaslahatan umat) maka diperoleh kesimpulan
penelitian sebagai berikut:

1. Pada dasranya segala bentuk muamalah adalah mubah,
kecuali ditentukan lain oleh Al-Quran dan Hadis.
pelaksanaan pembiayaan segala bentuk produktivitas atau
transaksi pada lembaga keuangan pegadaian syariah
menurut ekonomi syariah telah sesuai dengan prinsip-
prinsip ekonomi syariah, yaitu sesuai dari segi ketauhidan,
keadilan, maslahah, ukhuwwah, akhlak, pelayanan,
larangan riba, gharar, dan larangan usaha yang spekulatif.

2. Yang menjadi rujukan akad gadai adalah fatwa yang
dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI yakni
fatwa Nomor:25/DSN-MUI/IN1/2002 tentang rahn yang
ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Rabi’ul Akhir 1423
H/26 Juni 2002 M. Berdasarkan dari keterangan ayat Al-
Quran, beberapa hadits, ijma’ ulama dan fatwa MUI,
dapatlah disimpulkan bahwasanya:

a. hukum akad gadai itu sendiri ialah boleh

b. akad gadai boleh dilaksanakan dalam keadaan sedang
melakukan perjalanan.

c. setiap terjadi utang-piutang, maka dalam transaksi
tersebut harus mempunyai jaminan.

d. boleh dilaksanakan dengan orang muslim, dan juga
orang non-muslim.
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3. Lembaga pegadaian syariah berperan penting dalam

memberikan manfaat pada kemaslahatan umat dimana saat
masyarakat membutuhkan uang pada saat itu juga lembaga
pegadaian dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan
mencairkan uang berdasarkan barang jaminan yang
diberikan masyarakat dalam waktu yang singkat.

Lembaga pegadaian syariah di Aceh dapat dikatakan telah
sesuai dengan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
di Provinsi Aceh yang dianalisis dari aspek figh, Fatwa
DSN, dan Kemaslahatan Umat. Segala bentuk
produktivitas pada lembaga pegadaian syariah di Aceh
telah sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018.
Hal ini dapat dikatakan karena setiap bentuk produk yang
dijalan oleh lembaga pegadaian syariah di Provinsi Aceh
telah dilegalkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional —
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Berbagai manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh
sebagai nasabah dari praktik lembaga pegadaian syariah
pasca Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di
Provinsi aceh. Beberapa manfaat tersebut dapat berupa
keyakinan dalam bermuamalat, kenyamanan hati pada
setiap bertransaksi, meningkatkan rasa kepercayaan
masyarakat dalam bertransaksi tanpa harus merasa ragu
akan terjadinya Maysir, Gharar, atau Riba di dalamnya.

Saran
Dari kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, penulis

mencoba untuk memberikan beberapa saran di antaranya:

(1) Diharapkan Pemerintah Aceh melakukan kebijakan

berupa sosialisasi terhadap seluruh masyarakat Aceh
dalam Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) baik dalam penggunaan, proses konversi, produk
apa saja yang tersedia di pegadaian syariah. Begitu pula
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dengan berbagai keluhan dari seluruh elemen masyarakat,
sehingga masyarakat terbiasa beradaptasi dengan
Lembaga keuangan pegadaian syariah.

(2) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat
pasca pemberlakuan Qanun Lembaga Keuangan Syariah
(LKS) masih belum terwujud sepenuhnya. Pemerintah
harus melakukan berbagai upaya seperti membuka
lapangan kerja sehingga sumber daya manusia terserap
dengan maksimal dan mampu mewujudkan kesejahteraan
di dalam masyarakat.

(3) Lembaga pegadaian syariah bersama pemerintah Aceh
harus bekerja lebih keras dalam memfasilitasi dan
mengakomodir serta menyediakan kantor cabang
pembantu di banyak Kecamatan yang ada di Provinsi
Aceh. Sehingga mampu menciptakan akses dan
mewujudkan keadilan bagi masyarakat dalam memenubhi
setiap kebutuhan.

(4) Pemerhati ekonomi syariah baik dari kalangan akademisi
maupun non akademisi terus memberikan sosialisasi dan
pemhaman-pemahaman baru baik di kalangan masyarakat
maupun pelaku usaha mikro, sehingga penerapan Qanun
memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan
ekonomi masyarakat Aceh.
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Lampiran 1: Pedoman wawancara

WAWANCARA PENELITIAN

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,

Sehubungan dengan penyelesaian studi pada  Program
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry. Saya
mengharapkan partisipasi bapak/ibu yang terpilih menjadi responden
dalam pengumpulan data pokok penelitian karya ilmiah saya yang

berjudul:

“ANALISIS PRAKTIK LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH
PASCA QANUN LKS DI PROVINSI ACEH (Analisis dan Aspek
Figh, Fatwa DSN, dan Kemaslahatan Umat)”.

Berkaitan dengan hal tersebut saya memohon kesediaan bapak/ibu
meluangkan waktu untuk menjawab beberapa point wawancara ini.
Wawancara ini adalah salah satu sarana untuk memperoleh data yang
diperlukan untuk penulisan Tesis.

Saya sangat menghargai pengorbanan waktu dan sumbangan
pemikiran bapak/ibu yang bekerja pada pegadaian syariah provinsi Aceh
untuk bersedia melakukan wawancara ini. Oleh karena itu, atas bantuan

dan kesediaan bapak/ibu, dengan rendah hati saya ucapkan terimah kasih.

Hormat saya

RAJIATI
201008026



A

Data Responden
Mohon dijawab sesuai dengan situasi sebenarnya, isilah data di

bawah ini berdasarkan pilihan yang telah ditentukan!

B.

10.

11.

o B~ w0 D

Nama

Umur

Jenis Kelamin
Jabatan

Cabang Area

Pertanyaan Wawancara

Poduk apa saja produk yang ditawarkan pada lembaga
pegadaian syariah ini?

Akad apa saja yang digunakan untuk setiap produknya?
Bagaimana sistem operasional yang diberlakukan pada
pegadaian syariah ini?

Bagaimana prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
nasabah dalam memperoleh pembiayaan?

Apakah ada ujrah atau biaya administrasi yang diibebankan
oleh pegadaian kepada nasabah?

Langkah apa yang diambil oleh pegadaian syariah dalam
meminimalisir resiko-resiko yang ditimbulkan oleh nasabah?
Jika melebihi tempo perjanjian, adakah sanksi yang diberikan
kepada nasabah? . Jika iya, sanksi yang diberikan berupa?
Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pegadaian dalam
memperoleh laba?

Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai Qanun Aceh No 11
tahun 2018?

Menurut bapak/ibu, apakah sistem operasional yang dijalankan
oleh pegadaian syariah Aceh sudah sesuai dengan aturan Qanun
Aceh No 11 tahun 2018?

Dampak positif atau negatif apa saja yang dapat bapak/ibu
rasakan setelah diberlakukan Qanun Aceh No 11 tahun 2018
pada pegadaian syariah?
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Dokumentasi: Foto wawancara bersama ibu Meutia Safitri
sebagai Penaksir padaPT. Pegadaian Syariah Cabang
Bireuen.



sebagai Penksirpada PT. Pegadaian Syariah Cabang Langsa —
Kota Binjei.




Dokumentasi: Foto wawancara bersama ibu Ratna Auliana, SE
sebagai Kasir padaPT. Pegadaian Syariah Cabang Aceh Utara.
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